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TRANSLATION ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

1. Konsonan

Tahun1987 —Nomor: 0543 b/u/1987

e Arab Latin No Arab Latin

‘ Tidak N

dilambangk

1 ilambangkan 16 T
2 - B 17 L Z
3 = T 18 & ¢
4 < 5 19 ¢ G
5 z J 20 & F
6 z H 21 S Q
7 ¢ Kh 22 il K
8 3 D 23 J L
9 3 b 24 ° M
10 B R 25 J N
11 3 Z 26 B w
12 o S 27 5 H
13 b Sy 28 3 ’
14 e S 29 ¢ Y
15 u=a D




2. Vocal

a. Vokal Tunggal

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

Tanda Nama Huruf Latin
o Fathah A
o Kasrah I
o Dammah U

a. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab. yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
@ Fathah dan ya Al
3 Fatzah dan wau Au
3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
s/l) Fathah dan alif A
atau ya
i) Kasrah dan ya I
o9 Dammah dan U
wau




Contoh:

J4= qdla
o) =ramd
&8 = gila

J5% = yagilu
4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :
a. Tamarbutah (&) hidup

Ta marbutah ( 8) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah
dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan

dengan h.
Contoh :
a3y 065 ; raudah al-agfal/ raudatul agfal
:‘-u-‘-ﬂ‘ 284 al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madimatul Munawwarah
FEG A
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad lbn

Sulaiman.

Xi



2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR-RANIRY
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ABSTRAK

Nama : Muhammad Sultan Siddiq

NIM : 190602004

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul : Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Baitul
Mal Lhokseumawe Secara Perspektif Ekonomi
Islam

Pembimbing | : Dr. Intan Qurratulaini, S. Ag., M. Si

Pembimbing Il : Dr. Jalaluddin, MA., AWP., CWC.

Pengupahan merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan kerja
karena berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, pemberian upah
tidak hanya berkaitan dengan besaran imbalan, tetapi juga harus
memperhatikan prinsip keadilan, kelayakan, kejelasan akad, serta
ketepatan waktu pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mekanisme penetapan dan pembayaran upah karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe serta menganalisis penerapannya berdasarkan prinsip
Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan
dokumentasi, dengan informan utama yaitu Kepala Komisioner Baitul
Mal Kota Lhokseumawe. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi
data, penyajian data, dan ' penarikan ' kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di
lingkungan pemerintah serta mekanisme kelembagaan Baitul Mal.
Penetapan upah mempertimbangkan jabatan dan pekerjaan karyawan,
sedangkan bagi tenaga profesional terdapat proses pengusulan oleh
Badan Komisioner, penetapan oleh Badan Pengawas, dan pelaksanaan
pembayaran oleh Sekretariat Baitul Mal. Pembayaran upah dilakukan
pada awal bulan dengan proses administrasi pada akhir bulan dan
ketepatan pembayarannya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Dari
perspektif Ekonomi Islam, mekanisme tersebut telah memiliki beberapa
unsur yang sejalan dengan prinsip keadilan, ujrah, dan ijarah, terutama
dalam kejelasan pekerjaan, pemberian imbalan, dan waktu pembayaran.

Kata Kunci: Upah, Karyawan, Baitul Mal
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting dalam
keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga. Keberadaan tenaga
kerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi
juga menjadi bagian yang menentukan tercapainya tujuan
organisasi. Melalui tenaga, waktu, pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang dimiliki, karyawan memberikan Kkontribusi
terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi. Oleh karena itu,
hubungan antara pekerja dan pemberi kerja perlu dibangun
berdasarkan hak dan kewajiban yang jelas agar tercipta hubungan
kerja yang baik dan seimbang.

Salah satu hak utama yang diperoleh seseorang setelah
melaksanakan pekerjaan adalah upah. Upah merupakan bentuk
imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja sebagai
balasan atas tenaga, waktu, kemampuan, dan jasa yang telah
diberikan. Dalam hubungan kerja, mekanisme pemberian upah
menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan
pemenuhan hak pekerja. Mekanisme tersebut tidak hanya
mencakup jumlah upah yang diterima, tetapi juga meliputi proses
penetapan, pihak yang menentukan, dasar pemberian, waktu
pembayaran, serta kesesuaian antara pekerjaan dengan imbalan

yang diberikan.



Pengupahan juga memiliki hubungan dengan kesejahteraan
pekerja. Besaran dan ketepatan pembayaran upah dapat
memengaruhi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh sebab itu, mekanisme pengupahan perlu
dilaksanakan secara jelas dan proporsional agar tidak menimbulkan
ketidakpastian bagi pekerja maupun pemberi kerja. Dalam
praktiknya, setiap organisasi dapat memiliki mekanisme
pengupahan yang berbeda sesuai dengan karakteristik lembaga,
kemampuan anggaran, jenis pekerjaan, status karyawan, serta
kebijakan internal yang diterapkan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pembahasan mengenai
upah tidak hanya berkaitan dengan hubungan ekonomi antara
pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan dengan nilai
keadilan, amanah, tanggung jawab, dan pemenuhan hak. Konsep
upah dalam Islam dikenal dengan istilah ujrah, yaitu imbalan yang
diberikan atas suatu pekerjaan atau jasa. Putri et al. (2023)
menjelaskan bahwa konsep al-ujrah merupakan imbalan yang
diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya.
Dengan demikian, pekerja memiliki hak untuk memperoleh
imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada pihak pemberi kerja.

Islam juga menempatkan hubungan antara pekerja dan
pemberi kerja pada prinsip keseimbangan antara hak dan
kewajiban. Pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara
amanah dan bertanggung jawab, sedangkan pemberi Kkerja

berkewajiban memenuhi hak pekerja sesuai dengan kesepakatan.



Soebarna (2023) menjelaskan bahwa etika bekerja dalam Islam
menekankan pentingnya kepercayaan, keadilan, kepatutan, serta
keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan majikan.
Dengan demikian, pengupahan dalam Islam tidak hanya dipandang
dari sisi nominal, tetapi juga dari proses dan nilai yang melandasi
hubungan kerja tersebut:

Prinsip tersebut menjadikan mekanisme pengupahan sebagai
salah satu aspek yang penting untuk dikaji dalam perspektif
Ekonomi Islam. Pengupahan yang sesuai dengan prinsip Islam
idealnya memperhatikan adanya kesepakatan yang jelas, keadilan,
kelayakan, ketepatan waktu pembayaran, serta pemenuhan hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Marimin et al. (2024), melalui
penelitian kualitatif mengenai = sistem pengupahan karyawan,
menemukan bahwa ketepatan waktu pembayaran dan kesesuaian
upah dengan pekerjaan menjadi bagian yang penting dalam menilai
sistem pengupahan dari perspektif Islam. Penelitian tersebut juga
menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam dalam pengupahan
masih perlu dilihat secara menyeluruh, karena suatu lembaga dapat
memenuhi beberapa prinsip tetapi belum tentu memenuhi seluruh
nilai pengupahan Islam.

Penelitian Anis dan Haryanto (2023) juga menunjukkan
bahwa sistem pengupahan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara
lain sistem pengupahan eksternal dan internal. Dalam penelitian
pada Koperasi Syariah Walisongo Sampang, sistem pengupahan

eksternal dilakukan berdasarkan waktu dengan pembayaran



bulanan dan tahunan, sedangkan komponen pembayaran mencakup
gaji pokok, tunjangan makan, transportasi, bonus, dan tunjangan
hari raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan
karyawan pada lembaga tersebut secara umum sejalan dengan
konsep pengupahan dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur
Rahman.

Meskipun demikian, penerapan sistem pengupahan dalam
suatu lembaga tidak dapat langsung dianggap sesuai dengan prinsip
Islam hanya karena lembaga tersebut menggunakan istilah syariah
atau memiliki kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
Mekanisme pengupahan tetap perlu dilihat secara empiris
berdasarkan praktik yang benar-benar dilakukan. Hal tersebut
mencakup bagaimana upah ditentukan, siapa yang memiliki
kewenangan menentukan upah, apakah terdapat kesepakatan antara
pekerja dan lembaga, bagaimana pembagian tugas dilakukan,
bagaimana waktu pembayaran ditetapkan, serta apakah besaran
imbalan dianggap adil dan layak berdasarkan pekerjaan yang
dilakukan.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik apabila dikaji
pada lembaga yang memiliki karakteristik sosial dan keagamaan
seperti Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki
fungsi dalam pengelolaan dana umat, khususnya zakat, infak,
wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Pengelolaan dana tersebut
memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial karena dana yang

dihimpun berasal dari masyarakat dan selanjutnya dikelola serta



disalurkan untuk kepentingan masyarakat yang berhak
menerimanya. Oleh karena itu, pengelolaan Baitul Mal
membutuhkan sumber daya manusia yang profesional, amanah,
jujur, dan bertanggung jawab.

Baitul Mal tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan
dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pendistribusian
dan pendayagunaan dana umat. Penelitian Syuhada et al. (2024)
menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menjalankan
program pendayagunaan zakat produktif untuk membantu
masyarakat yang memiliki usaha mandiri. Program tersebut
diarahkan untuk meningkatkan pendapatan mustahik dan
mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut
memperlihatkan bahwa kegiatan Baitul Mal memiliki cakupan
pekerjaan yang cukup luas dan membutuhkan dukungan sumber
daya manusia dalam menjalankan kegiatan kelembagaannya.

Dalam konteks Kota Lhokseumawe, Baitul Mal Kota
Lhokseumawe memiliki visi untuk menjadi lembaga amil
pensejahteraan masyarakat yang profesional, jujur, amanah, dan
ikhlas. Misi lembaga tersebut antara lain meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam ZIWaH, melaksanakan pengumpulan ZIWaH
secara produktif, mewujudkan pengelolaan ZIWaH secara
profesional, mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak, serta
mengupayakan pendistribusian dan pendayagunaan ZIWaH secara

proporsional dan tepat sasaran.



Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota
Lhokseumawe memiliki  tuntutan yang kuat terhadap
profesionalitas dan amanah dalam menjalankan kegiatan
kelembagaannya. Hal ini juga tercermin dalam perkembangan
kegiatan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2025,
misalnya, Baitul Mal Kota Lhokseumawe melaporkan pengelolaan
dana zakat dan infak yang diarahkan untuk berbagai program
kesejahteraan umat, ekonomi produktif, kesehatan masyarakat,
tanggap bencana, pendidikan, dan program sosial lainnya. Kondisi
tersebut memperlihatkan bahwa Baitul Mal memiliki tanggung
jawab sosial yang besar sehingga pengelolaan kelembagaannya,
termasuk pengelolaan sumber daya manusia, menjadi hal yang
penting.

Selain itu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga mengalami
perkembangan dalam aspek kelembagaan. Pada Maret 2025, Wali
Kota Lhokseumawe melantik limaanggota Badan Baitul Mal Kota
Lhokseumawe untuk periode 2025-2030. Dalam kesempatan
tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya pengelolaan
zakat dan infak secara amanah, transparan, dan akuntabel serta
pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengelolaan dana umat. Perkembangan tersebut menunjukkan
bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe terus menghadapi tuntutan
untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan profesionalitas

lembaga.



Tuntutan terhadap profesionalitas tersebut tentu tidak hanya
berkaitan dengan bagaimana dana umat dihimpun dan disalurkan,
tetapi juga bagaimana lembaga mengelola sumber daya manusia
yang menjalankan aktivitas operasionalnya. Karyawan Baitul Mal
memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan administrasi,
pelayanan, penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan
berbagai kegiatan lainnya. Sebagai pihak yang memberikan tenaga
dan jasa kepada lembaga, karyawan memiliki hak untuk
memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh
karena itu, mekanisme pengupahan karyawan menjadi salah satu
bagian dari tata kelola sumber daya manusia yang perlu
mendapatkan perhatian.

Fenomena yang menjadi ‘dasar pentingnya penelitian ini
adalah adanya kebutuhan untuk mengetahui secara lebih mendalam
bagaimana mekanisme pengupahan karyawan diterapkan pada
lembaga yang membawa nilai amanah dan prinsip syariah dalam
pengelolaan dana umat. Baitul Mal Kota Lhokseumawe dituntut
untuk menerapkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas
dalam pengelolaan ZIWaH. Di sisi lain, karyawan sebagai pihak
yang menjalankan aktivitas operasional juga memiliki hak atas
imbalan yang jelas, adil, dan sesuai dengan pekerjaan yang
dilaksanakan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk
mengkaji apakah mekanisme pengupahan yang diterapkan telah
memiliki dasar dan proses yang jelas serta bagaimana

kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Islam.



Fenomena tersebut semakin relevan karena penelitian
sebelumnya di wilayah Lhokseumawe menunjukkan bahwa
persoalan pengupahan tenaga kerja masih menarik untuk dikaji dari
perspektif Ekonomi Islam. Yoesoef, Taufig, dan Mahira (2023)
meneliti sistem pengupahan karyawan bakti di Kantor Wali Kota
Lhokseumawe dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian
tersebut menemukan bahwa penetapan upah disesuaikan dengan
anggaran yang tersedia dan terdapat kesepakatan tertulis antara
karyawan dengan pihak kantor. Sistem tersebut dinilai secara
umum telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kelayakan dalam
Ekonomi Syariah, tetapi penelitian tersebut juga menemukan
perlunya perhatian terhadap keadilan dalam pembagian tugas dan
fungsi antara karyawan bakti dan karyawan tetap.

Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa
persoalan pengupahan di lingkungan lembaga pemerintahan dan
kelembagaan di Kota Lhokseumawe memiliki karakteristik yang
menarik. Namun, penelitian mengenai karyawan Baitul Mal
memiliki konteks yang berbeda karena Baitul Mal merupakan
lembaga yang secara langsung mengelola dana keagamaan dan
memiliki tuntutan amanah serta prinsip syariah yang lebih kuat
dalam aktivitas kelembagaannya. Oleh sebab itu, temuan mengenai
sistem pengupahan karyawan bakti di Kantor Wali Kota
Lhokseumawe tidak dapat secara langsung digunakan untuk
menggambarkan mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul

Mal Kota Lhokseumawe.



Selain penelitian tersebut, Marimin et al. (2024) melakukan
penelitian kualitatif mengenai sistem pengupahan karyawan dalam
perspektif Islam pada PT Anugrah Jaya Utama Karanganyar.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembayaran upah
dilakukan tepat waktu dan -besaran upah disesuaikan dengan
pekerjaan, tetapi penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem
pengupahan belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, penelitian
Anis dan Haryanto (2023) pada Koperasi Syariah Walisongo
Sampang menemukan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan
secara umum telah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam menurut
Afzalur Rahman. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa
kesesuaian sistem pengupahan dengan prinsip Islam sangat
bergantung pada mekanisme yang diterapkan pada masing-masing
lembaga.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat
dilihat bahwa penelitian mengenai pengupahan dalam perspektif
Islam telah dilakukan pada berbagai objek, seperti kantor
pemerintahan, koperasi syariah, perusahaan manufaktur, maupun
pengurus lembaga keagamaan. Namun, masih terdapat ruang
penelitian mengenai mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul
Mal Kota Lhokseumawe, khususnya dengan pendekatan kualitatif
yang menggali secara langsung proses penetapan upah, dasar
pemberian upah, pihak yang menentukan, kesepakatan Kkerja,
komponen upah, waktu pembayaran, serta prinsip keadilan dan

kelayakan dalam pengupahan. Dengan demikian, penelitian ini



tidak hanya mengulang penelitian sebelumnya, tetapi berusaha
melihat mekanisme pengupahan pada objek yang memiliki
karakteristik sosial-keagamaan dan mengelola dana umat.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa
pengupahan merupakan bagian penting dalam hubungan kerja yang
tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan, tetapi juga
berkaitan dengan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan nilai-nilai
Ekonomi Islam. Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai lembaga
yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana umat
membutuhkan sumber daya manusia yang profesional sekaligus
memiliki hak untuk memperoleh imbalan yang sesuai atas
pekerjaan yang dilakukan. Adanya penelitian terdahulu yang
menunjukkan masih beragamnya penerapan prinsip Islam dalam
sistem pengupahan serta belum adanya kajian yang secara khusus
membahas mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Kota Lhokseumawe 'menjadi alasan penting dilakukannya
penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan
judul “Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Baitul Mal

Lhokseumawe secara Perspektif Ekonomi Islam.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis
membuat suatu perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai
berikut:
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1. Bagaimana mekanisme pengupahan karyawan yang
diterapkan pada Baitul Mal Lhokseumawe?

2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan, kelayakan, dan
pemenuhan hak serta kewajiban dalam mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe?

3. Bagaimana kesesuaian mekanisme pengupahan karyawan
pada Baitul Mal Lhokseumawe dengan prinsip Ekonomi

Islam?

1.3 Tujuan Peneltian
Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut, maka tujuan
penelitin dari penelitian kali ini yaitu:
1. Untuk mengetahui mekanisme pengupahan karyawan yang
diterapkan pada Baitul Mal Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan, kelayakan,
dan pemenuhan hak serta kewajiban dalam mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe
3. Untuk Mengetahui kesesuaian mekanisme pengupahan
karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe dengan prinsip

Ekonomi Islam

1.4 Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat
dirasakan atau diterapkan setelah hasil penelitian terungkap.
Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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1. Manfaat Teoritis
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dalam bidang Ekonomi Islam mengenai mekanisme pengupahan
karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
mengenai  penerapan. - prinsip-prinsip-. Ekonomi Islam dalam
hubungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan keadilan,
kelayakan, hak dan kewajiban karyawan, akad kerja, serta
pemberian upah (ujrah). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang
membahas sistem atau mekanisme pengupahan dalam perspektif
Ekonomi Islam, khususnya pada lembaga yang bergerak dalam
bidang sosial dan keagamaan seperti Baitul Mal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

dan pertimbangan bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam
menerapkan mekanisme pengupahan karyawan. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan
penetapan dan pembayaran upah, kesesuaian antara upah dengan
beban kerja dan tanggung jawab karyawan, serta pemenuhan hak
dan kewajiban dalam hubungan kerja. Selain itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Baitul Mal Kota

Lhokseumawe dalam meningkatkan mekanisme pengupahan yang
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adil, layak, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip Ekonomi
Islam.
b. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis berupa
pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme
pengupahan karyawan dalam perspektif Ekonomi Islam, khususnya
penerapan prinsip ujrah, keadilan, kelayakan, akad kerja, serta hak
dan kewajiban antara karyawan dengan pemberi kerja. Selain itu,
penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan
pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan
pada Program Studi Ekonomi Syariah ke dalam permasalahan yang
terjadi di lapangan. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu
syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi
Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
wawasan dan informasi bagi akademisi mengenai penerapan
mekanisme pengupahan karyawan berdasarkan prinsip Ekonomi
Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan
referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa atau peneliti lain
yang akan melakukan penelitian mengenai pengupahan, hubungan
kerja, ujrah, maupun penerapan prinsip Ekonomi Islam pada

lembaga sosial dan keagamaan, khususnya Baitul Mal.
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3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
bahan pertimbangan bagi pihak Baitul Mal, pemerintah daerah,
serta pihak terkait dalam mengevaluasi dan meningkatkan
kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
manusia dan mekanisme pengupahan. karyawan pada lembaga
Baitul Mal. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai
penerapan prinsip keadilan, kelayakan, transparansi, serta
pemenuhan hak dan kewajiban karyawan dalam pemberian upah.
Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan atau
penyempurnaan kebijakan pengupahan yang lebih adil, profesional,

transparan, dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB | membahas mengenai latar belakang masalah yang
mendasari penelitian tentang mekanisme pengupahan karyawan
pada Baitul Mal Lhokseumawe dalam perspektif Ekonomi Islam,
rumusan masalah, tujuan: penelitian,  manfaat penelitian, serta
sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai
keseluruhan isi penelitian.

BAB Il menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan
penelitian, meliputi pengertian upah, pengupahan dalam perspektif
Islam, pengertian karyawan, karyawan dalam perspektif Islam,

pengertian Baitul Mal, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka
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berpikir, serta konsep-konsep Ekonomi Islam yang menjadi dasar
dalam menganalisis mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul
Mal Lhokseumawe.

BAB IlIl menjelaskan metode yang digunakan dalam
penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan
waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data yang
terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data
melalui -wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data
yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis hasil penelitian.

BAB IV menyajikan hasil penelitian mengenai mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe yang
diperolen melalui wawancara dan dokumentasi, meliputi
mekanisme penetapan upah, mekanisme dan waktu pembayaran
upah, sumber dana pembayaran upah, penerapan keadilan dan
kelayakan upah, akad atau perjanjian kerja, serta keluhan dan
penyelesaian permasalahan pengupahan. Selanjutnya, hasil
penelitian tersebut dianalisis berdasarkan prinsip Ekonomi Islam
untuk = mengetahui kesesuaian mekanisme pengupahan yang
diterapkan pada Baitul Mal Lhokseumawe.

BAB V merupakan bagian akhir penelitian yang berisi
kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe
dalam perspektif Ekonomi Islam, serta saran yang diharapkan dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi Baitul Mal Lhokseumawe dan

peneliti selanjutnya.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1  Upah

Upah merupakan salah satu bentuk imbalan yang diberikan
kepada seseorang sebagai balasan atas pekerjaan atau jasa yang
telah dilakukannya. Dalam hubungan kerja, upah menjadi bagian
penting karena merupakan hak yang diterima oleh pekerja setelah
melaksanakan pekerjaan sesuali dengan tanggung jawab yang
diberikan. Rosid dkk. (2025) menjelaskan bahwa upah merupakan
bentuk kompensasi finansial yang diberikan oleh pemberi kerja
kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah juga
memiliki fungsi penting bagi pekerja karena menjadi salah satu
sumber pendapatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Dengan demikian, upah tidak hanya dipandang sebagai
pembayaran atas tenaga yang telah diberikan, tetapi juga sebagai
bagian dari hubungan timbal balik antara pekerja dan pemberi
kerja.

Dalam perspektif ekonomi, upah berkaitan erat dengan
penghargaan yang diberikan kepada tenaga kerja atas kontribusinya
dalam menghasilkan suatu pekerjaan atau jasa. Pemberian upah
menunjukkan adanya hubungan antara pekerjaan yang dilakukan
dengan imbalan yang diterima oleh pekerja. Rosid dkk. (2025)
menyatakan bahwa pengupahan merupakan bentuk kompensasi
finansial yang menjadi salah satu bentuk kompensasi utama bagi

karyawan. Oleh karena itu, pemberian upah harus memperhatikan
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pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pekerja
sehingga tercipta hubungan kerja yang baik antara pihak pemberi
kerja dan pekerja. Dalam hubungan tersebut, pemberi kerja
memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan sesuai dengan
kesepakatan, sedangkan pekerja berkewajiban melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang telah disepakati.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, upah dikenal dengan
istilah ujrah, yaitu imbalan yang diberikan atas jasa atau pekerjaan
yang telah dilakukan seseorang. Putri dkk. (2023) menjelaskan
bahwa ujrah merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada
seseorang sebagai balasan atas pekerjaan yang dilakukannya.
Konsep ujrah dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemberian
sejumlah uang kepada pekerja, tetapi juga mengandung nilai moral
dalam hubungan antara pemberi Kkerja dan pekerja. Islam
menempatkan pekerja sebagai pihak yang memiliki hak untuk
memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga pemberi
kerja dituntut untuk memberikan upah secara adil dan memenuhi
hak-hak pekerja. Dengan demikian, konsep upah dalam Islam
memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral yang menekankan
adanya hubungan yang baik dan bertanggung jawab antara pihak
yang memberikan pekerjaan dengan pihak yang melaksanakan
pekerjaan.

Lebih lanjut, upah dalam perspektif Islam tidak hanya
dilihat dari jumlah nominal yang diterima oleh pekerja, tetapi juga

dari bagaimana proses pemberian upah tersebut dilakukan. Harahap
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dan Yafiz (2026) menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian
terhadap hubungan antara pekerja dan pemberi kerja dengan
menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, serta
perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja. Pekerja memiliki hak
untuk memperoleh upah yang adil sesuai dengan jasa, kemampuan,
dan usaha yang telah diberikan. Oleh karena itu, pengupahan dalam
Ekonomi Islam pada dasarnya menghendaki adanya keseimbangan
antara hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja serta menghindari
praktik yang dapat merugikan atau mengeksploitasi salah satu
pihak.

Pengertian upah dalam perspektif Ekonomi Islam juga
berkaitan dengan adanya kejelasan dan kesepakatan dalam
hubungan kerja. Berlian dan Sholichah (2025) menunjukkan bahwa
dalam praktik pengupahan, besaran upah dan ketentuan yang
berkaitan dengan pembayaran perlu diperhatikan dalam hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa pemberian upah yang tepat waktu dan sesuai dengan
perjanjian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hubungan
kerja, meskipun transparansi mengenai komponen upah tetap
menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa upah tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan kerja antara
kedua belah pihak, karena pekerja perlu mengetahui hak yang akan
diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan

bahwa upah adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan oleh
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pemberi kerja kepada pekerja sebagai balasan atas pekerjaan atau
jasa yang telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan
kesepakatan kerja. Dalam perspektif Ekonomi Islam, upah disebut
sebagai ujrah dan tidak hanya dipahami sebagai imbalan dalam
bentuk materi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja
yang harus diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kesepakatan,

tanggung jawab, dan kemaslahatan.

2.2  Pengupahan dalam Perspektif Islam

Pengupahan dalam perspektif Islam merupakan bagian dari
kegiatan muamalah yang mengatur hubungan antara pihak yang
memberikan pekerjaan dengan pihak yang melaksanakan
pekerjaan. Dalam Islam, pemberian imbalan kepada pekerja tidak
hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi antara tenaga kerja
dengan pemberi kerja, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak
dan kewajiban masing-masing pihak. Putri et al. (2023)
menjelaskan bahwa konsep upah dalam Islam dikenal dengan
istilah al-ujrah, yaitu imbalan yang diberikan sebagai balasan atas
pekerjaan atau jasa Yyang telah: dilakukan seseorang. Konsep
tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah memberikan
tenaga, pikiran, maupun keahliannya dalam suatu pekerjaan
memiliki hak untuk memperoleh imbalan atas pekerjaan tersebut.
Oleh karena itu, pengupahan dalam Islam merupakan bagian
penting dalam menciptakan hubungan kerja yang memberikan hak

secara seimbang kepada pekerja dan pemberi kerja.
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Konsep ujrah dalam Islam memiliki hubungan yang erat
dengan akad ijarah, khususnya akad pemanfaatan jasa atau tenaga
seseorang dengan memberikan imbalan tertentu. Dalam hubungan
kerja, pihak pemberi kerja memperoleh manfaat dari tenaga atau
keahlian pekerja, sedangkan pekerja memperoleh imbalan sebagai
kompensasi atas manfaat yang diberikan tersebut. Putri et al.
(2023) melaluipendekatan tafsir tematik menjelaskan bahwa Al-
Qur'an _memberikan perhatian terhadap pemberian imbalan atas
pekerjaan dan menempatkan pengupahan sebagai bagian dari
hubungan yang harus dilaksanakan secara baik. Dengan demikian,
keberadaan upah dalam hubungan kerja tidak dapat dipisahkan dari
adanya pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pekerja kepada
pihak pemberi kerja.

Dalam perspektif "Islam, pemberian upah juga harus
didasarkan pada adanya kejelasan dan kesepakatan antara pihak-
pihak yang melakukan ‘hubungan kerja. Kejelasan tersebut dapat
berkaitan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, besaran
imbalan, serta waktu dan cara pembayaran. Anis dan Haryanto
(2023) menjelaskan bahwa sistem pengupahan dalam perspektif
Ekonomi ‘Islam perlu memperhatikan tingkat kesulitan pekerjaan
dan kontribusi pekerja. Penelitian tersebut menggunakan teori upah
Afzalur Rahman yang membagi tingkat upah ke dalam tiga
tingkatan, yaitu tingkat upah minimum, tingkat upah tertinggi, dan
tingkat upah sebenarnya. Tingkat upah minimum berkaitan dengan

kebutuhan dasar pekerja, sedangkan tingkat upah tertinggi
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berkaitan dengan kontribusi pekerja terhadap organisasi atau
perusahaan. Adapun penentuan upah sebenarnya juga
mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keimanan. Adapun

Hadist yang menjelaskan tentang upah yaitu :

Qwﬁ\J@:JG@i&’ﬁl’si&\j@&ﬁw cw&\LpaJijh “/Tu;
«qu\””uj};ﬁu,\pfd&\&) w\wﬁwu/f?\}

oj>-\ Alz’u (ij c\.,.A dj.wvb ‘}«:-\ j"\"""‘\ J"j LM»
Artinya:

“Ada tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada
hari kiamat: seseorang yang berjanji atas nama-Ku kemudian
berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan
hasil penjualannya, dan seseorang yang mempekerjakan seorang
pekerja, kemudian pekerja tersebut telah menyelesaikan

pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya.” (HR.
Bukhari)

Hadis tersebut memberikan landasan yang sangat kuat
bahwa upah merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh
pihak yang mempekerjakannya. Dalam hadis, Rasulullah SAW
menyampaikan ancamanyang sangat tegas terhadap seseorang
yang telah mengambil manfaat dari tenaga pekerja tetapi tidak
memberikan imbalan yang menjadi haknya. Bahkan, Allah SWT
menyatakan akan menjadi khasim atau pihak yang menjadi lawan
bagi orang tersebut pada hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa
menahan atau menghilangkan hak pekerja bukan sekadar persoalan

administratif dalam hubungan kerja, tetapi merupakan perbuatan
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yang memiliki konsekuensi moral dan keagamaan yang serius
(Hudaifah dan Makhtum, 2026).

Kata ‘4. (35267 (fastawfa minhu) dalam hadis

menggambarkan keadaan ketika pemberi kerja telah memperoleh

manfaat atau pekerjaan yang menjadi tujuan dari hubungan kerja.

Sementara itu, frasa “6%1 <33 357 (wa lam yu‘tihi ajrahu)

menunjukkan bahwa pekerja tidak diberikan upahnya. Dari sini
dapat dipahami bahwa Islam menekankan adanya hubungan yang
seimbang antara manfaat atau pekerjaan yang diterima pemberi
kerja dengan imbalan yang menjadi hak pekerja. Penjelasan ini
juga sejalan dengan penempatan hadis oleh Imam al-Bukhari dalam
bab tentang dosa orang yang menahan upah pekerja.

Hadis tersebut sangat relevan dengan penelitian Anda yang
berjudul “Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian Anda
tidak hanya membahas- besaran upah, tetapi juga mekanisme
penetapan, waktu pembayaran, sumber dana, keadilan dan
kelayakan upah, serta akad atau perjanjian kerja. Hadis ini dapat
menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah mekanisme
pengupahan yang diterapkan telah memenuhi kewajiban pemberi
kerja dalam memberikan hak kepada karyawan.

Dalam konteks ketepatan waktu pembayaran, hadis ini juga
memiliki relevansi yang kuat. Walaupun hadis Sahih al-Bukhari

tersebut tidak secara eksplisit menyebut “awal bulan” atau batas
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waktu pembayaran tertentu, kandungannya menegaskan bahwa
pemberi kerja tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaan
seseorang kemudian mengabaikan hak pekerja berupa upah. Karena
itu, dalam penelitian Anda, hadis ini dapat digunakan untuk
menganalisis apakah pembayaran upah karyawan Baitul Mal
Lhokseumawe telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan dan apakah terdapat keterlambatan dalam pemenuhan
hak karyawan.

Hadis ini juga dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan (al-
‘adl) dalam Ekonomi Islam. Keadilan dalam hubungan kerja tidak
hanya berarti memberikan upah, tetapi memastikan bahwa hak
pekerja tidak dikurangi, ditahan, atau diabaikan setelah pekerja
melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, pemberian upah harus
dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan
kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain kesepakatan, keadilan menjadi salah satu prinsip
penting dalam pengupahan menurut Islam. Keadilan dalam
pengupahan dapat dipahami sebagai pemberian imbalan yang
sepadan dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan kontribusi pekerja
serta tidak adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak.
Marimin et al. (2024) menjelaskan bahwa penentuan upah dari
perspektif Islam perlu memperhatikan aspek keadilan dan
kelayakan. Dalam penelitian tersebut, upah yang diberikan kepada
karyawan dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan pekerjaan yang

dilakukan serta kemampuan upah tersebut dalam memenuhi
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kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya
memperhatikan apakah seorang pekerja menerima upah, tetapi juga
mempertimbangkan apakah upah yang diberikan telah memenuhi
unsur kewajaran dan keadilan.

Prinsip keadilan tersebut juga berkaitan dengan kelayakan
upah. Kelayakan menunjukkan bahwa imbalan yang diterima
pekerja  seharusnya  diberikan  secara. wajar  dengan
mempertimbangkan pekerjaan dan kebutuhan yang berkaitan
dengan kehidupan pekerja. Anis dan Haryanto (2023) menjelaskan
bahwa tingkat upah minimum dalam pemikiran Ekonomi Islam
setidaknya harus dapat memenuhi kebutuhan pekerja, sedangkan
tingkat upah yang lebih tinggi dapat diberikan berdasarkan
kontribusi yang diberikan pekerja kepada organisasi. Dengan
demikian, pengupahan dalam Islam memiliki dimensi
kesejahteraan yang tidak semata-mata berorientasi pada
keuntungan pemberi Kkerja, tetapi juga memperhatikan hak dan
kondisi pekerja.

Islam juga memberikan perhatian terhadap ketepatan waktu
pembayaran upah. Upah merupakan hak pekerja yang harus
ditunaikan  oleh  pemberi Kkerja setelah pekerja memenuhi
kewajibannya sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati.
Marimin et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
ketepatan waktu pembayaran merupakan salah satu aspek yang
dinilai dalam perspektif Islam. Penelitian tersebut menemukan

bahwa pembayaran gaji yang dilakukan tepat waktu merupakan
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salah satu praktik yang sesuai dengan prinsip Islam. Hal tersebut
menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan tidak hanya berkaitan
dengan nominal yang diberikan, tetapi juga berkaitan dengan waktu
ketika hak pekerja tersebut ditunaikan.

Lebih lanjut, mekanisme pengupahan dalam Islam perlu
memperhatikan akad atau perjanjian kerja antara pekerja dan
pemberi kerja.” Akad menjadi dasar yang menjelaskan adanya
kesepakatan mengenai pekerjaan dan imbalan yang akan diberikan.
Patriawan (2024) dalam penelitian mengenai mekanisme ujrah
pada pengurus masjid di Kabupaten Kubu Raya menunjukkan
bahwa adanya atau tidak adanya kesepakatan awal mengenai balas
jasa memberikan perbedaan dalam penilaian terhadap praktik
pengupahan. Penelitian tersebut: menemukan bahwa pembayaran
kepada beberapa pengurus masjid yang tidak didasarkan pada akad
awal dipandang sebagai honor atau sumbangan, sedangkan
pembayaran kepada marbot yang telah diatur melalui kesepakatan
awal lebih dekat dengan mekanisme ujrah. Temuan tersebut
menunjukkan pentingnya kejelasan akad dalam membedakan
bentuk pemberian imbalan serta menentukan hak dan kewajiban
pihak-pihak yang terlibat.

Pengupahan dalam perspektif Islam juga mengandung unsur
tanggung jawab moral. Pemberi kerja tidak hanya memiliki
kewajiban memberikan upah berdasarkan kesepakatan, tetapi juga
harus memastikan bahwa proses pemberian upah tidak

mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, maupun tindakan yang
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merugikan pekerja. Sebaliknya, pekerja juga memiliki kewajiban
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang
telah disepakati. Dengan demikian, hubungan pengupahan dalam
Islam bersifat timbal balik, yaitu pekerja memberikan tenaga,
waktu, keahlian, dan tanggung jawabnya, sedangkan pemberi kerja
memberikan imbalan yang sesuai dengan kesepakatan dan prinsip
syariah. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pengupahan dalam
Islam memiliki dimensi ekonomi sekaligus moral dalam
menciptakan hubungan kerja yang adil dan bertanggung jawab.
Pandangan ini juga tercermin dalam penelitian mengenai sistem
pengupahan yang menempatkan keadilan, kesesuaian pekerjaan,
dan pemenuhan hak pekerja sebagai bagian penting dalam
penerapan prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pengupahan dalam perspektif Islam merupakan pemberian imbalan
(ujrah) kepada seseorang atas pekerjaan atau jasa yang telah
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan hubungan kerja yang
jelas, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kelayakan,
transparansi, tanggung jawab, dan ketepatan pembayaran.
Pengupahan tidak hanya berorientasi pada pemberian sejumlah
uang kepada pekerja, tetapi juga harus mampu mencerminkan
pemenuhan hak pekerja dan keseimbangan antara kepentingan

pekerja dengan pemberi kerja.
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2.3 Pengertian Karyawan

Karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam suatu
organisasi karena memiliki peran dalam menjalankan berbagai
aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Keberadaan karyawan
tidak hanya dipandang sebagai tenaga yang melaksanakan
pekerjaan, tetapi juga sebagai sumber daya manusia yang memiliki
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kebutuhan, dan tanggung
jawab dalam melaksanakan tugasnya. Rizadhi et al. (2023)
menjelaskan bahwa karyawan merupakan individu yang bekerja
dalam suatu organisasi dengan melaksanakan tugas tertentu dan
memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan
demikian, karyawan memiliki hubungan yang erat dengan
organisasi karena keberadaan dan kontribusinya diperlukan dalam
menjalankan kegiatan operasional organisasi.

Dalam konteks organisasi, karyawan dapat dipahami
sebagai bagian dari sumber daya manusia yang berperan sebagai
pelaksana berbagai kegiatan organisasi. Karyawan tidak hanya
menjalankan pekerjaan yang Dbersifat teknis, tetapi juga dapat
terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan posisi serta tanggung
jawabnya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan
bahwa karyawan merupakan aset utama suatu institusi atau
organisasi karena berperan sebagai perencana sekaligus pelaku
aktif dalam berbagai kegiatan organisasi (JIMAK, 2023). Oleh

sebab itu, pengelolaan karyawan menjadi salah satu aspek penting

27



dalam keberlangsungan suatu organisasi, termasuk dalam
memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan hubungan
kerja.

Karyawan juga memiliki kedudukan sebagai pihak yang
melaksanakan pekerjaan dengan memperoleh imbalan atau upah
dari pemberi kerja. Dalam hubungan ketenagakerjaan, terdapat
perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja atau buruh. Berdasarkan
ketentuan ketenagakerjaan, tenaga kerja pada dasarnya mencakup
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk
menghasilkan barang atau jasa, sedangkan pekerja atau buruh
merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Perbedaan tersebut menunjukkan
bahwa istilah karyawan dalam konteks penelitian ini lebih dekat
dengan individu yang telah terikat dalam suatu hubungan kerja dan
memperoleh kompensasi atas pekerjaan yang dilaksanakannya.
Penjelasan mengenai perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja
tersebut juga dibahas dalam penelitian mengenai hubungan kerja
dan ketenagakerjaan yang merujuk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia (2023).

Hubungan antara karyawan dengan pemberi kerja pada
dasarnya dibangun melalui suatu hubungan kerja yang memuat hak
dan kewajiban kedua belah pihak. Karyawan memiliki kewajiban
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang telah diberikan, sedangkan pemberi kerja memiliki

kewajiban untuk memenuhi hak karyawan, termasuk memberikan
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upah atau imbalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Dalam hubungan kerja, kejelasan mengenai pekerjaan, tanggung
jawab, hak, kewajiban, dan imbalan menjadi penting untuk
menciptakan hubungan kerja yang baik. Penelitian mengenai
karyawan kontrak menjelaskan bahwa perjanjian kerja pada
dasarnya memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
antara pekerja’ dan pemberi kerja (2024). Dengan demikian,
hubungan antara karyawan dan pemberi kerja tidak hanya bersifat
ekonomis, tetapi juga memiliki konsekuensi berupa pemenuhan hak
dan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak.

Karyawan juga dapat memiliki karakteristik dan status
hubungan kerja yang berbeda, seperti karyawan tetap maupun
karyawan yang bekerja berdasarkan jangka waktu tertentu.
Perbedaan status tersebut dapat memengaruhi bentuk hubungan
kerja, hak, kewajiban, serta mekanisme pemberian kompensasi
yang diterima oleh karyawan.  Dalam penelitian mengenai
ketenagakerjaan, karyawan kontrak dijelaskan sebagai pekerja yang
memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan hubungan kerja tersebut
mengatur berbagai ketentuan mengenai pekerjaan dan hak serta
kewajiban para pihak. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai
mekanisme pengupahan, status dan bentuk hubungan kerja
karyawan perlu diperhatikan karena dapat menjadi salah satu faktor
yang berkaitan dengan mekanisme pemberian upah kepada

karyawan.
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Dalam perspektif Ekonomi Islam, karyawan dapat
dipandang sebagai pihak yang memberikan tenaga, waktu,
kemampuan, dan keahlian kepada pemberi kerja untuk memperoleh
imbalan atas pekerjaan tersebut. Hubungan antara karyawan dan
pemberi kerja dapat dikaitkan dengan konsep ijarah, yaitu akad
pemanfaatan suatu jasa atau tenaga dengan imbalan tertentu. Oleh
karena itu, karyawan memiliki hak untuk memperoleh imbalan
yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, sedangkan
karyawan juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan kesepakatan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa
hubungan kerja dalam Islam tidak hanya didasarkan pada
kepentingan ekonomi, tetapi juga mengandung unsur tanggung
jawab, keadilan, amanah, dan pemenuhan hak masing-masing
pihak.

Karyawan dalam perspektif Islam juga memiliki kedudukan
yang harus dihormati karena pekerjaan yang dilakukan merupakan
bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan suatu organisasi.
Pemberi kerja tidak diperbolehkan mengabaikan hak karyawan,
sedangkan karyawan juga dituntut untuk melaksanakan
pekerjaannya secara amanah dan bertanggung jawab. Dengan
demikian, hubungan antara karyawan dan pemberi kerja harus
dibangun atas dasar keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Prinsip tersebut menjadi penting dalam pembahasan pengupahan
karena upah merupakan salah satu hak utama yang diperoleh

karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
karyawan adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi atau
lembaga dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu
serta memperoleh upah atau imbalan sebagai kompensasi atas
pekerjaan yang dilakukan. Karyawan merupakan bagian penting
dari sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan
aktivitas dan ‘mencapai tujuan organisasi. Dalam perspektif
Ekonomi Islam, hubungan antara karyawan dan pemberi kerja
dapat dikaitkan dengan akad ijarah, di mana karyawan
memberikan tenaga atau jasanya dan memperoleh ujrah sebagai

imbalan atas pekerjaan tersebut.

2.4  Karyawan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, karyawan ‘atau tenaga kerja
merupakan bagian penting dalam = aktivitas ekonomi karena
manusia diberikan kemampuan untuk berusaha dan bekerja dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memandang pekerjaan
bukan  hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh pendapatan,
tetapi juga dapat menjadi bentuk ibadah apabila dilakukan dengan
cara yang sesual dengan ketentuan syariah. Soebarna (2023)
menjelaskan bahwa bekerja dalam Islam memiliki kedudukan yang
penting karena selain menjadi sarana untuk memperoleh hasil guna
memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan juga berkaitan dengan nilai
moral dan etika. Oleh karena itu, seorang karyawan tidak hanya

dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan
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pekerjaannya, tetapi juga harus memiliki sikap dapat dipercaya,
bertanggung jawab, dan menjaga etika dalam menjalankan
pekerjaan.

Islam menempatkan hubungan antara karyawan dan
pemberi kerja sebagai hubungan yang didasarkan pada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karyawan berkewajiban
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kesepakatan yang
telah ditentukan, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memenuhi
hak karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan. Dalimunthe dan Bintang (2024) menjelaskan bahwa
dalam  perspektif hukum  ekonomi syariah, hubungan
ketenagakerjaan memiliki hak dan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Pekerja berkewajiban
mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerja dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, sementara pihak
pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak
pekerja. Dengan demikian, hubungan kerja dalam Islam tidak
hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga pada
prinsip tanggung jawab dan pemenuhan hak masing-masing pihak.

Salah satu hak utama karyawan dalam perspektif Islam
adalah memperoleh upah yang adil dan layak atas pekerjaan yang
telah dilakukan. Upah merupakan bentuk penghargaan terhadap
tenaga, waktu, kemampuan, dan jasa yang diberikan oleh karyawan
kepada pemberi kerja. Harahap dan Yafiz (2026) menjelaskan

bahwa Islam memberikan pedoman mengenai hubungan antara
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pekerja dan pemberi kerja dengan menekankan prinsip keadilan,
kemaslahatan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak-
hak tenaga kerja. Pekerja memiliki hak untuk memperoleh upah
yang adil sesuai dengan jasa, kemampuan, dan usaha yang telah
diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan dalam
perspektif Islam tidak boleh diperlakukan hanya sebagai faktor
produksi, melainkan sebagai manusia yang memiliki hak dan
martabat yang harus dihormati.

Hak karyawan dalam Islam juga mencakup hak untuk
memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil dalam
hubungan kerja. Syahira dan Azizah (2023) menjelaskan bahwa
hak pekerja dalam perspektif syariat mencakup hak memperoleh
upah yang adil dan layak, waktu kerja yang wajar, kondisi kerja
yang aman dan sehat, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan
kesejahteraan pekerja. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam
memberikan perhatian terhadap kondisi pekerja secara menyeluruh
dan tidak hanya berfokus pada jumlah upah yang diterima. Dengan
demikian, kesejahteraan karyawan dapat dipahami sebagai bagian
dari tanggung jawab dalam hubungan kerja yang harus diperhatikan
oleh pemberi kerja.

Selain memiliki hak, karyawan dalam perspektif Islam juga
memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung
jawab. Karyawan berkewajiban menjalankan pekerjaan sesuai
dengan kesepakatan, melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh, serta menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kerja.
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Soebarna (2023) menjelaskan bahwa salah satu kualifikasi penting
dalam pekerjaan menurut Islam adalah sifat dapat dipercaya.
Kepercayaan tersebut berkaitan dengan etika dan akhlak dalam
bekerja, sehingga hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak
hanya dibangun berdasarkan  transaksi ekonomi, tetapi juga
berdasarkan nilai moral. Oleh sebab itu, karyawan dituntut untuk
menjalankan pekerjaannya dengan amanah, jujur, bertanggung
jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan
kepadanya.

Kewajiban karyawan juga berkaitan dengan pelaksanaan
akad atau perjanjian kerja. Dalam perspektif Islam, kesepakatan
antara pekerja dan pemberi kerja harus dihormati oleh kedua belah
pihak. Karyawan yang telah menyepakati suatu pekerjaan memiliki
kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati. Sebaliknya, pemberi kerja juga
berkewajiban memenuhi hak karyawan sesuai dengan kesepakatan.
Dalimunthe dan Bintang (2024) menunjukkan bahwa hubungan
ketenagakerjaan dalam  perspektif hukum ekonomi syariah
menempatkan perjanjian kerja sebagai salah satu dasar dalam
menentukan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu,
kejelasan mengenai jenis pekerjaan, tanggung jawab, imbalan, dan
ketentuan kerja menjadi penting untuk menciptakan hubungan
kerja yang baik dan menghindari perselisihan.

Dalam menjalankan pekerjaan, karyawan juga dituntut

untuk menerapkan etika kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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Etika tersebut dapat berupa kejujuran, amanah, tanggung jawab,
disiplin, profesionalitas, serta menjaga hubungan yang baik dengan
pihak lain. Soebarna (2023) menjelaskan bahwa etika bekerja
dalam Islam berangkat dari nilai kepercayaan, keadilan, dan
kepatutan serta bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak
dan kewajiban pekerja dengan pemberi kerja. Dengan adanya etika
tersebut, hubungan kerja tidak hanya diarahkan untuk mencapai
keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan
yang harmonis dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah
pihak.

Karyawan dalam perspektif Islam juga memiliki kedudukan
sebagai pihak yang memberikan tenaga atau jasa kepada pemberi
kerja dan memperoleh imbalan atas manfaat yang diberikan
tersebut. Hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep ijarah,
yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan
tertentu. Dalam konteks ini, karyawan memberikan tenaga, waktu,
kemampuan, dan keahliannya untuk melaksanakan pekerjaan,
sedangkan pemberi kerja memberikan ujrah sebagai imbalan atas
pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan hak karyawan
berupa pemberian upah tidak dapat dipisahkan dari kewajiban
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad atau
kesepakatan. Prinsip tersebut menunjukkan adanya hubungan
timbal balik yang harus dilaksanakan secara adil oleh kedua belah
pihak.
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Hubungan antara karyawan dan pemberi kerja dalam Islam
juga harus menghindari kezaliman dan eksploitasi. Pemberi kerja
tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari tenaga pekerja tanpa
memberikan imbalan yang sesuai, sedangkan karyawan juga tidak
diperbolenkan mengabaikan - pekerjaan yang telah menjadi
tanggung jawabnya. Muna (2024) menunjukkan bahwa hukum
Islam memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan tujuan
menciptakan keadilan serta mencegah tindakan sewenang-wenang
terhadap pekerja maupun pemberi kerja. Dengan demikian, prinsip
perlindungan tenaga kerja dalam Islam bertujuan menciptakan
keseimbangan sehingga masing-masing pihak memperoleh hak dan
melaksanakan kewajibannya secara proporsional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
karyawan dalam perspektif Islam merupakan individu yang
memberikan tenaga, waktu, kemampuan, dan keahliannya dalam
melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan dengan
pemberi kerja serta memiliki hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi secara seimbang. Karyawan memiliki hak untuk
memperoleh upah yang adil dan layak, perlindungan, serta
perlakuan yang baik, sedangkan karyawan memiliki kewajiban
untuk melaksanakan pekerjaan secara amanah, jujur, bertanggung

jawab, dan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
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25 Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki peran
penting dalam pengelolaan harta dan dana keagamaan dalam
masyarakat Islam. Secara umum, Baitul Mal berkaitan dengan
kegiatan  pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan
pendayagunaan harta yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan,
seperti zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Sari et al.
(2023) menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh memiliki peran dalam
pengelolaan dana keagamaan yang diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Baitul Mal menunjukkan
bahwa pengelolaan dana keagamaan tidak hanya memiliki dimensi
ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam
membantu  masyarakat ~ serta mengurangi  permasalahan
kesejahteraan.

Baitul Mal memiliki kedudukan yang penting dalam sistem
pengelolaan zakat karena lembaga tersebut menjadi salah satu
pihak yang menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian
dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pengelolaan
dana tersebut harus dilakukan secara profesional agar dana yang
dipercayakan oleh masyarakat dapat memberikan manfaat secara
optimal. Dalam konteks Aceh, Baitul Mal memiliki karakteristik
yang berbeda dengan lembaga amil zakat pada umumnya karena
pengelolaan zakat dan harta keagamaan merupakan bagian dari
kekhususan Aceh. Baitul Mal Aceh sendiri melaporkan kegiatan

penerimaan dan penyaluran zakat, infak, serta harta keagamaan
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lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaannya.
Pada tahun 2023, misalnya, Baitul Mal Aceh mencatat penerimaan
zakat sebesar Rp61,9 miliar dan infak sebesar Rp22,9 miliar, yang
menunjukkan besarnya tanggung jawab lembaga dalam mengelola
dana masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga penghimpun dana keagamaan, tetapi juga
memiliki peran dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sari et al. (2023)
menunjukkan bahwa pengelolaan Baitul Mal Aceh memiliki
kesamaan dengan konsep welfare state karena terdapat fungsi
sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mengurangi permasalahan kemiskinan. Dengan demikian, Baitul
Mal memiliki peran strategis dalam menghubungkan dana yang
berasal dari masyarakat dengan kelompok masyarakat yang
membutuhkan, sehingga pengelolaan dana keagamaan dapat
memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Peran Baitul Mal dalam pemberdayaan ekonomi juga dapat
dilihat dari program pendayagunaan zakat produktif. Syuhada et al.
(2024) dalam penelitian mengenai Baitul Mal Kota Lhokseumawe
menjelaskan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan
bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima zakat produktif
melalui program pemberdayaan usaha mikro. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa program zakat produktif ditujukan kepada

masyarakat yang memiliki usaha mandiri dengan harapan dapat
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meningkatkan pendapatan dan membantu masyarakat keluar dari
kondisi ekonomi yang kurang mampu. Hal tersebut menunjukkan
bahwa fungsi Baitul Mal tidak hanya bersifat konsumtif dalam
memberikan bantuan, tetapi juga dapat diarahkan kepada kegiatan
produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi
mustahik.

Baitul ‘Mal juga memiliki tanggung jawab untuk
melaksanakan pengelolaan dana keagamaan secara profesional,
amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Hal
tersebut penting karena dana yang dikelola oleh Baitul Mal pada
dasarnya merupakan amanah dari masyarakat yang harus
dipertanggungjawabkan. Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam visi
kelembagaannya menetapkan tujuan untuk menjadi lembaga amil
pensejahteraan masyarakat yang profesional, jujur, amanah, dan
ikhlas. Adapun misinya antara lain meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam ZIWaH, melaksanakan pengumpulan ZIWaH
secara produktif, mewujudkan pengelolaan ZIWaH secara
profesional, serta mengupayakan pendistribusian ZIWaH secara
proporsional dan tepat sasaran.

Dalam konteks kelembagaan, profesionalitas Baitul Mal
juga sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang
menjalankan berbagai aktivitas lembaga. Mukhsinuddin et al.
(2023) dalam penelitian mengenai pengembangan manajemen
sumber daya manusia strategis pada Baitul Mal di Aceh

menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan
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bagian penting dalam membangun budaya kerja dan mencapai
tujuan organisasi Baitul Mal. Hal ini menunjukkan bahwa
keberhasilan Baitul Mal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana
yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya
manusia dalam mengelola lembaga secara profesional. Dengan
demikian, karyawan memiliki posisi-penting dalam mendukung
pelaksanaan fungsi dan tujuan Baitul Mal.

Kedudukan sumber daya manusia tersebut menjadi semakin
penting karena kegiatan Baitul Mal mencakup berbagai proses,
mulai dari penghimpunan dana, administrasi, pengelolaan,
pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelayanan kepada
masyarakat. Setiap kegiatan tersebut membutuhkan tenaga kerja
yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab sesuai dengan
tugasnya. Oleh sebab itu, pengelolaan karyawan menjadi salah satu
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan Baitul Mal
secara keseluruhan. Karyawan yang bekerja pada Baitul Mal tidak
hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi turut berperan dalam
menjaga amanah masyarakat yang menitipkan dana zakat, infak,
wakaf, dan harta keagamaan lainnya kepada lembaga.

Secara khusus, Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan
lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan ZIWaH serta
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan informasi resmi Baitul Mal
Kota Lhokseumawe, lembaga tersebut memiliki visi menjadi

lembaga amil pensejahteraan masyarakat yang profesional, jujur,
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amanah, dan ikhlas. Dalam menjalankan misinya, Baitul Mal Kota
Lhokseumawe berupaya mengoptimalkan penghimpunan zakat dan
infak serta melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIWaH
secara proporsional dan tepat sasaran.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga menjalankan berbagai
kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten
dan memiliki /ntegritas. Salah satu bentuk perhatian terhadap
kualitas-sumber daya manusia dapat dilihat dari proses seleksi
calon anggota Baitul Mal yang dilakukan pada tahun 2024. Proses
tersebut meliputi ujian tulis dan tes baca Al-Qur'an serta ditujukan
untuk memperoleh anggota yang berkualitas dan kompeten dalam
menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan ZIWaH
serta menjalankan fungsi pengawasan perwalian berdasarkan
syariat Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi dan
karakter amanah merupakan aspek yang dipandang penting dalam
menjalankan tugas kelembagaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Dengan demikian, Baitul Mal dapat dipahami sebagai
lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam mengelola dana dan
harta keagamaan serta menyalurkannya untuk kepentingan
masyarakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Baitul Mal tidak
hanya memiliki fungsi pengumpulan dan pendistribusian dana,
tetapi juga memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan seluruh
fungsi tersebut, keberadaan karyawan menjadi bagian penting

karena karyawan merupakan sumber daya manusia yang
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menjalankan kegiatan operasional lembaga. Oleh karena itu,
mekanisme pengupahan karyawan juga menjadi salah satu aspek
yang menarik untuk dikaji, khususnya untuk mengetahui apakah
hak karyawan sebagai pihak yang memberikan tenaga dan jasa
telah dipenuhi sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, Baitul Mal dalam penelitian ini
dipahami sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab dalam menjaga, mengelola, mengembangkan, serta
mendayagunakan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan
lainnya untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip syariat
Islam. Adapun Baitul Mal yang menjadi lokasi penelitian adalah
Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sehingga pembahasan mengenai
lembaga ini menjadi dasar untuk memahami karakteristik tempat
penelitian sekaligus konteks pekerjaan para karyawan yang

menjadi fokus penelitian.

2.6 Kinerja Karyawan

Dalam melakukan kegiatannya, karyawan menciptakan
suatu Kinerja untuk: mengukur tingkat keberhasilan pekerjaannya.
Alfarani dkk., (2023) menyatakan bahwa kinerja ialah hasil kerja
secara mutu serta kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan
dalam melakukan tugasnya cocok dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Menurut Amanda, (2022) Kkinerja ialah

sesuatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melakukan tugas-
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tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman, serta intensitas dan waktu.

Mustika dkk., (2023) mendefenisikan Kinerja karyawan
sebagai sesuatu yang merujuk pada hasil konkret yang dihasilkan
oleh individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di
tempat kerja. Ini bisa mencakup pencapaian target, produksi barang
atau jasa, atau kualitas pekerjaan yang dilakukan. Kinerja karyawan
juga mencerminkan seberapa efektif dan efisien mereka dalam
menyelesaikan tugas-tugas mereka. Efektivitas mengacu pada
sejauh mana karyawan mencapai tujuan yang ditetapkan,
sedangkan efisiensi mengukur seberapa baik mereka menggunakan
sumber daya yang tersedia, seperti waktu dan tenaga, untuk
mencapai tujuan tersebut (Usnidar, 2022).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan
bahwa, Kinerja karyawan merujuk pada hasil kerja, efektivitas, dan
efisiensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka di
tempat kerja. Hal ini mencakup kemampuan dan kompetensi
individu, kontribusi terhadap organisasi, serta penilaian melalui
umpan balik dan evaluasi Kinerja. Selain itu, kinerja karyawan juga
tercermin dalam kepuasan pelanggan dan pihak terkait serta
dipengaruhi oleh budaya organisasi tempat mereka bekerja. Dengan
memahami dan mengukur aspek-aspek ini, organisasi dapat
mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dalam

upaya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan mereka.
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2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kkinerja
individu, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kinerja, secara
umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Berbagai
kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi karyawan
dalam bekerja. Selainitu, kondisi lingkungan fisik juga akan
mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Pada
kesempatan ini pembahasan kita fokuskan pada lingkunagn non
fisik, yaitu kondisi-kondisi yang sebenarnya sangat melekat dengan
sistem manajerial perusahaan. Menurut (Bayty, 2023), terdapat
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dimensi kerja, yaitu :

1. Memikat dan menahan orang di dalam organisasi

Hal ini bararti bahwa agar organisasi berfungsi secara

efektif, organisasi itu haruslah - meminimalkan tingkat

perputaran karyawan. Ketidakhadiran, dan keterlambatan,

memberikan kenaikan gaji yang memuaskan, jenjang karir

yang lebih baik, memberikan fasilitas dan sarana yang

mendukung aktifitas pekerjaan, dan menandatangani surat

perjanjian masa kerja.

2. Penyelesaian tugas yang handal

Setiap karyawan diberi tugas dan tanggung jawabya

dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Oleh sebab itu

penyelesaian tugas harus yang handal perlu diperhatikan

agar tolak ukur minimal kuantitas dan kualitas kinerja dapat

tercapai, seperti hasil kerja yang memuaskan, lingkungan
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kerja, pencapaian pekerjaan, tepat waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan, disiplin waktu kerja, ketelitian
dalam bekerja, tanggung jawab karyawan.
3. Perilaku Inovatif dan Spontan

Disamping persyaratan tugas formal, perilaku lainnya
juga mempengaruhi efektifitas sebuah organisasi. Aktifitas-
aktifitas ini disebut perilaku inovatif dan spontan, organisasi
tidak dapat mengawasi segala kemungkinan dalam aktifitas-
aktifitasnya, sehingga aktifitas dipengaruhi oleh kesediaan
kalangan karyawan. Seperti kerja sama dengan rekan
sekerja, tindakan protektif, gagasan konstruktif, pelatihan
diri karyawan.
Menurut Novianti & Andy, (2024) Motivasi berasal dan

bahasa latin mofere. Yang berarti dorongan atau menggerakkan.

Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukan pada sumber daya

manusia umumnya. Dari pengertian motivasi tersebut, maka dapat

kita simpulkan bahwa motivasi adalah suatu unsur yang dapat

mendorong seorang sehingga mengakibatkan orang tersebut

bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Unsur-unsur yang

dapat mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa

yang dikehendaki dapat kita bagi dua :

1. Kebutuhan materil, seperti besarnya upah atau gaji dan
penerimaan lain yang berupa uang, gula, beras dan lain

sebagainya
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2. Kebutuhan Non material, seperti lingkungan Kkerja,
kesempatan maju, dan memperhatikan rasa harga diri
karyawan tersebut dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, seseorang pemimpin dituntut harus dapat
mengetahui mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan
olen karyawan guna -memotivasi semangat dan gairah Kkerja
karyawan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
perusahaan.

2.6.2 Membangun Kinerja Karyawan yang Baik

Apabila karyawan memiliki kinerja yang baik maka akan
berdampak positif bagi organisasi tersebut sehingga pihak
organisasi juga harus mendukung karyawan untuk membangun
kinerja mereka. Menurut Usnidar, (2022) terdapat beberapa cara
untuk membangun Kinerja karyawan yang baik, yaitu sebagai
berikut :

1. Membangun  Kompetensi, Dengan  membangun
kompetensi antar karyawan, karyawan tersebut dapat
mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya
dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pemberdayaan, Pemberdayaan tidak hanya memberi
masukan tetapi juga memperhatikan,
mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan

tersebut apakah dapat diterima atau tidak.
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3. Kompensasi, Kompensasi penting bagi karyawan karena
besarnya kompensasi mencerminkan besarnya Kkerja
keras mereka.

4. Pembinaan, Pembinaan adalah suatu kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam

pekerjaannya.

Menurut Sitanggang, (2021), terdapat beberapa poin yang dapat

menjadi tolak ukur sejauh mana kinerja karyawan dapat dikatakan

baik, yaitu :

1. Hasil kerja, yaitu meliputi tingkat kuantitas maupun kualitas
yang telah dihasilkan dan sejauhmana pengawasan tersebut.

2. Pengetahuan pekerjaan, yaitu pengetahuan yang terkait
dengan tugas pekerjaan yang akan berpengaruh langsung
terhadap kuantitas dari hasil kerja.

3. Inisiatif, yaitu tingkat inisiatif selama melaksanakan tugas
pekerjaan khusunya dalam hal penagangan masalah-
masalah yang timbul.

4. Sikap yaitu semangat kerja serta sikap positif dalam
melaksanakan tugas pekerjaan.

5. Disiplin waktu dan absensi yaitu ketepatan waktu dan
tingkat kehadiran.

2.6.3 Kinerja Karyawan dalam Perspektif Islam

Kinerja karyawan dalam arti luas mencakup etos Kkerja,

loyalitas, dan dedikasi terhadap pekerjaan. Kinerja karyawan tidak

hanya

terbatas pada kemampuan  fisik, tetapi  juga
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mempertimbangkan aspek mental seperti semangat dan motivasi.
Cara seseorang melihat tujuan dari pekerjaannya dalam kehidupan
sangat memengaruhi tingkat kinerja mereka. Kesadaran akan
melakukan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan
mencari ridha-Nya dapat menjadi motivasi utama bagi karyawan
untuk bekerja dengan tekun dan semangat (Islami, 2022). Hal ini
sesuai dengan berbagai tren yang menunjukkan bahwa pekerjaan
masa depan akan melibatkan tidak hanya tubuh tetapi juga otak.
Ayat-ayat dalam Al-Qur'an mendorong orang untuk merenungkan,
membandingkan, dan menggunakan akal untuk menemukan tujuan
hidup dan mengarahkan arus kehidupan.

Firman Allah SWT dalam QS. Saba’ ayat 10-11:

ol O a4 iy \3@3'\&;% a3 G 315 1L 35

e g B e g 5 bt g

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari
Kami. (Kami berfirman): Hai gunung-gunung dan burung-burung,
bertasbihlah berulang- ulang bersama Daud. dan Kami telah
melunakkan besi untuknya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-
besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah kebajikan.
Sungguh, Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. As-
Saba’ : 10-11)

Dwiyani, (2022) menafsirkan bahwa. QS As-Saba ayat 10-

11 mengajarkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh individu
adalah karunia dari Allah. Karyawan yang memiliki kemampuan
dan keterampilan yang unggul seharusnya bersyukur atas karunia

tersebut dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dalam
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menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kesadaran akan
karunia ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan
tekun, semangat, dan dedikasi, karena mereka menyadari bahwa
kemampuan yang mereka miliki adalah anugerah dari Allah yang
harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemanfaatan bagi diri
mereka sendiri, organisasi, dan masyarakat.

Selain itu, QS Saba ayat 10-11 juga menggambarkan bahwa
Allah mengarahkan Nabi Daud untuk membuat baju besi yang
sempurna dan berukuran dengan baik, serta menjalankan amal
saleh. Hal ini mengingatkan karyawan bahwa kinerja mereka di
tempat kerja haruslah didasarkan pada integritas, keadilan, dan
kebaikan. Bekerja mencari nafkah bukanlah hanya sekadar
melaksanakan tugas-tugas rutin, tetapi juga tentang menjalankan
amal saleh dan berkontribusi positif terhadap lingkungan kerja dan
masyarakat secara keseluruhan. Kinerja karyawan yang baik adalah
hasil dari penggunaan kemampuan dan karunia yang diberikan oleh
Allah dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab moral dan etis

dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

2.7  Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh ini,
penelitian tentang Mekanisme Pengupahan Karyawan Secara
Perspektif Ekonomi Islam sudah pernah di teliti terlebih dahulu
olen para peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian

terdahulu ini digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan
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sekaligus acuan. Selain itu juga untuk menghindari anggapan
kesamaan dengan penelitian ini, yaitu :

Yoesoef, Taufig, dan Mahira (2023) melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Bakti di
Kantor Walikota Lhokseumawe Perspektif Ekonomi Syariah.”
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengupahan
karyawan bakti pada Kantor Walikota Lhokseumawe berdasarkan
perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian tersebut menggunakan
penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah karyawan bakti
dilakukan berdasarkan persetujuan pihak kantor dan disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia. Karyawan juga memperoleh
tambahan insentif dari pekerjaan atau kegiatan tertentu di luar tugas
pokoknya. Dari perspektif Ekonomi Syariah, sistem pengupahan
tersebut dinilai telah menerapkan prinsip keadilan dan kelayakan
melalui adanya kesepakatan tertulis antara karyawan dan pihak
kantor serta memiliki kemiripan dengan konsep ujrah al-mitsli atau
upah yang sepadan. Meskipun demikian, penelitian tersebut
menemukan perlunya peningkatan keadilan dalam pembagian tugas
antara karyawan bakti dan karyawan tetap. Penelitian ini memiliki
persamaan yang sangat kuat dengan penelitian yang akan
dilakukan, yaitu sama-sama membahas mekanisme atau sistem
pengupahan, menggunakan pendekatan kualitatif, dan menganalisis
pengupahan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Selain itu,

penelitian tersebut juga dilakukan di wilayah Lhokseumawe.
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Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian
terdahulu berfokus pada karyawan bakti di Kantor Walikota
Lhokseumawe, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus
pada karyawan Baitul Mal Lhokseumawe. Oleh karena itu,
penelitian Yoesoef et al. (2023) menjadi salah satu penelitian
terdahulu yang paling relevan sebagai dasar penelitian ini.

Anis dan Haryanto (2023) juga melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi
Syariah Walisongo Sampang dalam Pandangan Ekonomi Islam.”
Penelitian ini membahas sistem pengupahan karyawan pada
Koperasi Syariah Walisongo Sampang serta kesesuaiannya dengan
prinsip Ekonomi Islam. Penelitian tersebut menggunakan
pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi mengenai
praktik pengupahan yang diterapkan oleh lembaga. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem pengupahan mencakup aspek internal
dan eksternal. Pengupahan eksternal dilakukan menggunakan
sistem waktu, sedangkan komponen yang diberikan kepada
karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan
transportasi, bonus, dan tunjangan hari raya. Penelitian tersebut
juga menjelaskan bahwa dalam Ekonomi Islam, pemberian upah
perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan dan prinsip
keadilan. Penelitian ini menggunakan pemikiran Afzalur Rahman
mengenai tingkatan upah, yaitu tingkat upah minimum, tingkat
upah tertinggi, dan tingkat upah sebenarnya. Persamaan penelitian

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama
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mengkaji sistem pengupahan karyawan dengan menggunakan
perspektif Ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Perbedaannya
terletak pada objek penelitian, karena penelitian Anis dan Haryanto
dilakukan pada koperasi syariah, sedangkan penelitian ini akan
dilakukan pada Baitul Mal -Lhokseumawe. Dengan demikian,
penelitian tersebut dapat menjadi acuan dalam melihat komponen-
komponen pengupahan yang perlu digali melalui wawancara,
seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, serta dasar penetapan upah.
Marimin, Sumadi, dan Fitria (2024) penelitian yang
dilakukan mereka berjudul “Sistem Pengupahan pada Karyawan
dalam Perspektif Islam.” Penelitian ini membahas penerapan sistem
pengupahan karyawan dan bagaimana praktik tersebut ditinjau
berdasarkan prinsip-prinsip Islam.  Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan studi literatur. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa *sistem pengupahan yang diterapkan
menggunakan sistem berdasarkan waktu, yaitu pembayaran upah
kepada pekerja secara harian maupun bulanan. Selain mekanisme
pembayaran, penelitian ini juga memperhatikan ketepatan waktu
pemberian upah dan kesesuaian antara upah dengan prinsip-prinsip
Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat
beberapa praktik yang telah sesuai dengan prinsip Islam, masih
terdapat aspek pengupahan yang perlu diperbaiki agar
penerapannya lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-
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sama menggunakan metode kualitatif dan menjadikan sistem
pengupahan sebagai fokus penelitian dengan perspektif Islam.
Perbedaannya terletak pada karakteristik objek penelitian, karena
penelitian terdahulu dilakukan pada lingkungan perusahaan,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Baitul
Mal sebagai lembaga yang memiliki karakteristik sosial-keislaman.
Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam
menganalisis aspek mekanisme pembayaran, ketepatan waktu, dan
kesesuaian pemberian upah dengan prinsip Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Patriawan (2024) dengan
judul “Mekanisme Pengupahan (Ujrah) pada Pengurus Masjid di
Kabupaten Kubu Raya: Suatu Tinjauan Syariah.” Penelitian ini
secara khusus membahas mekanisme pemberian ujrah atau balas
Jasa kepada pengurus masjid serta menilai kesesuaiannya dengan
prinsip syariah. Penelitian tersebut menggunakan penelitian
lapangan dengan pendekatan kualitatif dan melibatkan beberapa
masjid sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian balas jasa kepada khatib, imam Jumat, dan
muazin dilakukan secara langsung dan tunai, sedangkan marbot
memperoleh balas jasa secara berkala. Besaran balas jasa
ditentukan melalui persetujuan atau musyawarah pengurus masjid.
Penelitian tersebut menemukan bahwa pemberian balas jasa kepada
khatib, imam, dan muazin dapat dikategorikan sebagai bentuk
honor atau sumbangan karena tidak terdapat akad awal yang secara

khusus menetapkan jumlah balas jasa. Sementara itu, mekanisme
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pembayaran kepada marbot telah memiliki kesepakatan awal, tetapi
masih dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena
belum mempertimbangkan standar upah yang dapat memenuhi
kebutuhan hidup. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian
ini adalah sama-sama membahas mekanisme pengupahan atau
ujrah dalam lembaga yang memiliki karakteristik keislaman dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah objek
penelitian terdahulu berupa pengurus masjid, sedangkan penelitian
ini berfokus pada karyawan Baitul Mal Lhokseumawe. Penelitian
Patriawan juga dapat menjadi acuan penting bagi penelitian ini
dalam melihat akad, kesepakatan upah, cara pembayaran, keadilan,
dan kelayakan upah.

Khoiruddin, Syafi’i, dan Fajri (2024) melalukan penelitian
dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV. Motor Jaya 2 Gending).”
Penelitian ini bertujuan untuk ~mengetahui bagaimana sistem
pengupahan pekerja yang diterapkan pada CV. Motor Jaya 2
Gending serta menganalisis penerapannya berdasarkan perspektif
Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan dan studi kasus. Penelitian
tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pengupahan perlu
dilihat tidak hanya dari besaran upah yang diterima pekerja, tetapi
juga dari proses penetapan, kesepakatan antara pekerja dan pemberi
kerja, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip

Ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
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akan dilakukan terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif,
objek kajian berupa pengupahan tenaga kerja, serta penggunaan
perspektif Ekonomi Islam sebagai dasar dalam melakukan analisis.
Perbedaannya terletak pada objek dan karakteristik lembaga,
karena penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan atau badan
usaha, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada Baitul Mal
Lhokseumawe. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi penting
karena Baitul Mal tidak hanya menjalankan -aktivitas ekonomi,
tetapi juga memiliki fungsi sosial dan keagamaan sehingga
mekanisme pengupahan karyawannya menarik untuk diteliti secara
lebih mendalam.

Hariani et al. (2022) juga melakukan penelitian dengan
judul “Polemik Upah Buruh dalam Kerangka Pemikiran Syariat.”
Penelitian ini membahas berbagai persoalan pengupahan buruh
dengan menggunakan kerangka pemikiran syariat. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif “deskriptif dan penelitian
lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik
pengupahan yang terjadi. Fokus penelitian menempatkan hubungan
antara pekerja dan pemberi kerja sebagai bagian penting dalam
menentukan keadilan pengupahan. Dalam perspektif syariat,
pemberian upah tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi,
tetapi juga sebagai pemenuhan hak pekerja yang harus dilakukan
secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Persamaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menjadikan
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pengupahan sebagai objek kajian berdasarkan prinsip syariat atau
Ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian,
karena penelitian terdahulu lebih menekankan persoalan upah
buruh secara umum, sedangkan penelitian ini akan mengkaji secara
spesifik mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe. Penelitian tersebut dapat membantu memperkuat
pembahasan mengenai prinsip keadilan, hak pekerja, dan hubungan
antara pekerja dengan pemberi kerja dalam sistem pengupahan.
Kurnia, Wahab, dan Leu (2018) melakukan penelitian
berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam atas Sistem Pengupahan
Karyawan Home Industry Meubel.” Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui sistem pengupahan karyawan pada industri mebel serta
meninjaunya berdasarkan  prinsip Ekonomi [Islam. Penelitian
menggunakan = metode kualitatif ~deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan
yang diterapkan menggunakan sistem upah borongan, yaitu pekerja
memperoleh pembayaran setelah menyelesaikan pekerjaan yang
telah disepakati. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa
bentuk dan mekanisme pengupahan dapat disesuaikan dengan
karakteristik pekerjaan selama terdapat kesepakatan yang jelas
antara pekerja dan pemberi kerja serta tidak bertentangan dengan
prinsip Ekonomi Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas

sistem pengupahan karyawan dengan menggunakan perspektif
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Ekonomi Islam dan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya

terletak pada objek penelitian,

karena penelitian terdahulu

dilakukan pada home industry meubel dengan sistem upah

borongan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada

karyawan Baitul Mal Lhokseumawe yang memiliki karakteristik

hubungan kerja dan kelembagaan yang berbeda.

Meskipun

penelitian tersebut tergolong lebih lama, penelitian ini tetap dapat

digunakan sebagai referensi untuk memahami. variasi mekanisme

pengupahan dan prinsip kesepakatan dalam hubungan kerja.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Judul Hasil Penelitian S Persamaan Perbedaan

Penelitian

“Analisis Penelitian Sama-sama Penelitian

Sistem menemukan bahwa | membahas terdahulu

Pengupaha | penetapan upah mekanisme/sis | berfokus

n karyawan bakti tem pada

Karyawan | dilakukan pengupahan, karyawan

Bakti di berdasarkan menggunakan | bakti Kantor

Kantor persetujuan pendekatan Walikota

Walikota pemerintah daerah kualitatif, dan | Lhokseuma

Lhokseuma | dan disesuaikan menganalisisn | we,

we dengan anggaran ya berdasarkan | sedangkan

Perspektif | yang tersedia. perspektif penelitian

Ekonomi Penelitian Ekonomi kamu

Syariah” — | menggunakan field Islam. Selain berfokus

('Y oesoef, research dengan itu, lokasinya | pada

Taufiq, & | pendekatan kualitatif | sama-sama karyawan

Mahira, deskriptif. Lhokseumawe | Baitul Mal

2023) Lhokseuma
we.
Penelitian
kamu juga
dapat lebih
khusus
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menggali

mekanisme
pengupahan
pada
lembaga
pengelola
dana sosial
Islam.
“Analisis Sistem pengupahan | Sama-sama Obijek
Sistem meliputi sistem mengkaji penelitian
Pengupaha’ | eksternal dan sistem adalah
n internal. Pengupahan | pengupahan koperasi
Karyawan | eksternal karyawan dan | syariah,
di Koperasi | menggunakan sistem | menggunakan | sedangkan
Syariah waktu, dengan gaji perspektif penelitian
Walisongo | pokok, tunjangan Ekonomi kamu adalah
Sampang makan, transportasi, | Islam dengan | Baitul Mal.
dalam bonus, serta THR. metode Penelitian
Pandangan | Hasilnya dinilai kualitatif. kamu dapat
Ekonomi sejalan dengan menekankan
Islam” — | konsep pengupahan mekanisme
(Anis & Ekonomi Islam pengupahan
Haryanto, menurut Afzalur dalam
2023) Rahman. Penelitian lembaga
menggunakan sosial-
pendekatan kualitatif keagamaan
deskriptif. dan
bagaimana
sumber serta
kebijakan
pengupahan
diterapkan
kepada
karyawan.
“Sistem Penelitian pada PT Sama-sama Objek
Pengupaha | Anugrah Jaya Utama | membahas penelitian
n pada menunjukkan bahwa | sistem adalah
Karyawan | sistem upah pengupahan perusahaan
dalam diterapkan karyawan, manufaktur,
Perspektif | berdasarkan waktu, menggunakan | sedangkan
Islam” — baik harian maupun | penelitian penelitian
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(Marimin, | bulanan, dan kualitatif, dan | kamu adalah
Sumadi, & | pembayaran menganalisis Baitul Mal
Fitria, dilakukan tepat kesesuaiannya | Lhokseuma
2024) waktu. Namun, dengan prinsip | we.
perusahaan dinilai Islam. Penelitian
belum sepenuhnya kamu dapat
memenuhi seluruh lebih
nilai pengupahan menekankan
dalam Islam. mekanisme
Penelitian pengupahan
menggunakan pada
pendekatan kualitatif lembaga
melalui observasi, yang
wawancara, dan memiliki
studi literatur. karakteristik
sosial dan
keislaman.
“Mekanism | Penelitian Sangat relevan | Objek
e menunjukkan bahwa | karena sama- | penelitian
Pengupaha | pemberian balas jasa | sama terdahulu
n (Ujrah) kepada pengurus membahas adalah
pada masjid dilakukan mekanisme pengurus
Pengurus secara langsung dan | ujrah/pengupa | masjid,
Masjid di tunai, berdasarkan han dalam sedangkan
Kabupaten | kesepakatan/musyaw | lembaga yang | penelitian
Kubu arah. Untuk marbot, | berorientasi kamu adalah
Raya: mekanisme keislaman, karyawan
Suatu pembayaran telah serta menilai Baitul Mal.
Tinjauan diatur melalui akad, | mekanisme Penelitian
Syariah” — | tetapi belum tersebut kamu dapat
(Patriawan, | sepenuhnya berdasarkan menggali
2024) memenuhi prinsip prinsip mekanisme
syariah karena belum | syariah. pengupahan
didasarkan pada yang lebih
standar upah formal,
minimum yang dapat termasuk
memenuhi struktur
kebutuhan hidup. gaji,
Penelitian kebijakan
menggunakan field lembaga,
research dengan sumber
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pendekatan pembayaran
kualitatif. , dan
hubungan
kerja.
“Sistem Penelitian bertujuan | Sama-sama Penelitian
Pengupaha | mengetahui sistem menggunakan | terdahulu
n Pekerja pengupahan pekerja | pendekatan dilakukan
dalam dan menganalisisnya | kualitatif/studi | pada
Perspektif | berdasarkan lapangan, perusahaan,
Ekonomi perspektif Ekonomi | membahas sedangkan
Islam Islam. Penelitian sistem penelitian
(Studi menggunakan field pengupahan, kamu pada
Kasus di study dengan serta Baitul Mal.
CV. Motor | pendekatan kualitatif | menggunakan | Penelitian
Jaya 2 dan studi kasus, perspektif kamu dapat
Gending)” | sehingga menggali Ekonomi memberikan
— praktik pengupahan | Islam sebagai | perspektif
(Khoiruddi | secara langsung pada | pisau analisis. | baru
n, Syafi’i, | objek penelitian. mengenai
& Fajri, pengupahan
2024) karyawan
pada
lembaga
pengelola
zakat/keuan
gan sosial
Islam.
“Polemik Penelitian membahas. | Sama-sama Penelitian
Upah persoalan menggunakan | terdahulu
Buruh pengupahan buruh metode lebih
dalam dalam perspektif kualitatif, berfokus
Kerangka | syariat. Pendekatan | membahas pada buruh
Pemikiran | yang digunakan upah, dan dan
Syariat” — | adalah kualitatif menilai persoalan
(Hariani et | deskriptif dan field praktik upah secara
al., 2022) research, dengan pengupahan umum,
wawancara, berdasarkan sedangkan
observasi, dan prinsip penelitian
dokumentasi. Fokus | syariat/Ekono | kamu fokus
utamanya adalah mi Islam, pada
hubungan antara khususnya mekanisme
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pemberi kerja dan aspek pengupahan
pekerja serta keadilan. karyawan
keadilan dalam Baitul Mal
pemberian upah. Lhokseuma
we.
“Tinjauan | Penelitian kualitatif | Sama-sama Penelitian
Ekonomi deskriptif mengkaji terdahulu
Islam atas | menunjukkan bahwa | sistem menggunak
Sistem sistem-pengupahan pengupahan an sistem
Pengupaha | pada home industry | karyawan dari | upah
n meubel sudut pandang | borongan
Karyawan | menggunakan sistem | Ekonomi pada home
Home upah borongan, yaitu | Islam dan industry,
Industry pekerja memperoleh | menggunakan | sedangkan
Meubel” — | upah setelah metode penelitian
(Kurnia, pekerjaan yang telah | kualitatif. kamu akan
Wahab, & | disepakati selesai. mengkaji
Leu, 2018) | Data diperoleh mekanisme
melalui wawancara, pengupahan
dokumentasi, dan karyawan
studi pustaka. pada Baitul
Mal, yang
memiliki
karakteristik
kelembagaa
n berbeda.
Tahun
penelitian
juga lebih
lama
dibandingka
n penelitian
kamu.

Kerangka Penelitian

Model penelitian pada penelitian ini didapatkan digambaran
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sebagai berikut : Lingkungan Kerja (X1) dan Motivasi Kerja (X2)




sebagai variabel bebas dan Kinerja Karyawan () sebagai variabel
terikat

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

{ BAITUL MAL LHOKSEUMAWE
>

g i i T R Lembaga pengelola zakat, infak, G S e e ;
| sedekah, dandana sosial Islam 1
: I :
| |
: 1
|
i MEKANISME PENGUPAHAN KARYAWAN '
! PADA BAITUL MAL LHOKSEUMAWE :
| | a
: ! ! v ! -
1. PENETAPAN UPAH 2. PELAKSANAAN 3. KOMPONEN UPAH 4. HUBUNGAN KERJA 5. SUMBER DANA
* Dasar penetapan PEMBAYARAN * Gaji pokok * Akad/perjanjian kerja * Sumber dana
upah * Waktu pembayaran « Tunjangan + Hak dan kewajiban pengupahan
* Pihakiyang * Cara . i « Evaluasi kinerja * Pengelolaan dana
berwenang « Ketepatan . Bindkn untuk pengupahan
* Pertimbangan yang pembayaran
digunakan
i [ | i
1
! ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM :
. . !
(—— ), Berdasarkan prinsip-prinsip: .~ | ] ]
Ujrah (upah/imbalan) - Keadilan (‘adl) - Kelayakan -
Kerelaan - Akad yang sah - Ketepatan waktu

.

KESIMPULAN

Kesesualan mekanisme pengupahan karyawan Baitul Mal Lhokseumawe
dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Pada Gambar 2.1 diatas, dapat lihat bahwa penelitian ini
diawali dari Baitul Mal Lhokseumawe sebagai objek penelitian.
Baitul Mal merupakan  lembaga. yang memiliki fungsi dalam
pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keislaman.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Baitul Mal membutuhkan
sumber daya manusia atau karyawan yang melaksanakan berbagali
kegiatan operasional lembaga. Karyawan tersebut memiliki hak
untuk memperoleh imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah
dilakukan. Oleh karena itu, mekanisme pengupahan karyawan
menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan dalam

pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Lhokseumawe.
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Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe. Mekanisme
pengupahan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan jumlah
upah yang diterima karyawan, tetapi juga mencakup bagaimana
proses penetapan dan pelaksanaan pemberian upah dilakukan.
Penelitian ini akan menggali informasi mengenai pihak yang
memiliki kewenangan dalam menentukan upah, dasar atau
pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan besaran upah,
serta bagaimana kebijakan pengupahan tersebut diterapkan kepada
karyawan.

Untuk memperolenh gambaran yang lebih menyeluruh,
mekanisme pengupahan dalam penelitian ini dilihat melalui
beberapa aspek. Pertama, penetapan upah, yang mencakup dasar
penentuan upah, pihak yang berwenang, serta pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan besaran upah. Kedua, pelaksanaan
pembayaran, yang meliputi waktu, cara, dan ketepatan pembayaran
upah. Ketiga, komponen upah, seperti gaji pokok, tunjangan,
insentif, bonus, maupun bentuk imbalan lainnya yang diterima
karyawan. Keempat, hubungan kerja, yang berkaitan dengan akad
atau perjanjian kerja, hak dan kewajiban antara karyawan dengan
pihak Baitul Mal, serta pelaksanaan pekerjaan. Kelima, sumber
dana pengupahan, yaitu bagaimana sumber dana yang digunakan
untuk membayar upah karyawan dan bagaimana pengelolaannya.

Setelah mekanisme pengupahan tersebut diketahui melalui

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya praktik
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pengupahan akan dianalisis berdasarkan perspektif Ekonomi Islam.
Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah mekanisme
pengupahan yang diterapkan pada Baitul Mal Lhokseumawe telah
sesuai dengan prinsip-prinsip pengupahan dalam Islam. Dalam
penelitian ini, beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai dasar
analisis antara lain konsep ujrah, yaitu-imbalan yang diberikan atas
pekerjaan atau jasa; keadilan (‘adl), yaitu pemberian hak secara
proporsional dan tidak merugikan pihak tertentu; kelayakan, yaitu
upah® yang diberikan secara wajar dan mempertimbangkan
pekerjaan yang dilakukan; kerelaan atau kesepakatan (an-taradhin)
antara pihak yang terlibat dalam hubungan kerja; serta ketepatan
waktu pembayaran upah.

Dengan demikian, “penelitian ini tidak hanya bertujuan
untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan karyawan
Baitul Mal Lhokseumawe, tetapi juga untuk mengetahui kesesuaian
mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Hasil
dari proses tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk
menarik kesimpulan mengenai apakah praktik pengupahan yang
diterapkan telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam atau masih

terdapat aspek yang perlu diperbaiki.
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BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data
secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian lapangan dipilih
karena penelitian ini berfokus pada kondisi nyata mengenai
mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe.
Data diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan
dengan proses pengupahan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik
pengupahan yang diterapkan di Baitul Mal Lhokseumawe. Menurut
Sugiyono (2022), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami
kondisi objek penelitian secara alamiah dengan peneliti sebagai
instrumen utama dalam proses penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk
menggambarkan dan memahami suatu fenomena berdasarkan
kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan
karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran secara statistik,
melainkan menggali informasi secara mendalam mengenai
mekanisme penetapan dan pembayaran upah karyawan. Informasi
yang dikaji meliputi pihak yang memiliki kewenangan dalam

menentukan upah, dasar dan pertimbangan penetapan besaran
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upah, perbedaan upah berdasarkan jabatan atau beban kerja, waktu
dan mekanisme pembayaran, sumber dana pembayaran, serta
bentuk akad atau perjanjian kerja antara Baitul Mal dengan
karyawan.

Data yang diperoleh  selanjutnya akan dideskripsikan,
dianalisis, dan dikaitkan dengan teori yang relevan mengenai upah
(ujrah), akad ijarah, keadilan, kelayakan, hak dan kewajiban
karyawan, serta prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Analisis tersebut
dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan
yang diterapkan pada Baitul Mal Lhokseumawe serta menilai
kesesuaiannya dengan prinsip Ekonomi Islam. Dengan pendekatan
ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang
sistematis dan mendalam mengenai praktik pengupahan karyawan
berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan
(Sugiyono, 2022).

3.2  Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran utama yang menjadi
fokus dalam suatu penelitian dan berkaitan dengan permasalahan
yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif,
objek penelitian dapat berupa fenomena, aktivitas, proses, atau
kondisi sosial yang ingin dipahami secara mendalam berdasarkan
data yang ditemukan di lapangan (Yuliana et al., 2024).
Berdasarkan hal tersebut, objek dalam penelitian ini adalah

mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe,

66



yang meliputi proses penetapan upah, dasar dan pertimbangan
dalam menentukan besaran upah, pihak yang memiliki kewenangan
dalam penetapan upah, mekanisme dan waktu pembayaran, serta
penerapan prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah.
Mekanisme tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip
Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan ujrah, akad
kerja, keadilan, dan pemenuhan hak serta kewajiban karyawan.
Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut juga
sebagai informan, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman mengenai objek yang sedang diteliti serta mampu
memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pemilihan
informan perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu agar
informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan permasalahan
penelitian (Hasan et al., 2025). Oleh karena itu, subjek dalam
penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan memahami
mekanisme pengupahan karyawan di Baitul Mal Lhokseumawe,
baik dari pihak pengelola maupun karyawan yang menerima upah.
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan
teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan
pertimbangan bahwa pihak tersebut dianggap memiliki informasi
yang relevan dan memahami permasalahan yang diteliti. Informan
penelitian dapat terdiri dari pimpinan atau pengurus Baitul Mal
Lhokseumawe, pihak yang memiliki tanggung jawab dalam bidang
administrasi atau keuangan/pengupahan, serta karyawan Baitul Mal

Lhokseumawe. Pemilihan beberapa kategori informan tersebut
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diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap
mengenai mekanisme pengupahan dari berbagai sudut pandang.
Data yang diperoleh dari informan kemudian digunakan untuk
menggambarkan praktik pengupahan yang berlangsung di Baitul
Mal Lhokseumawe dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip

Ekonomi Islam.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya
proses penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun lokasi yang
dipilih dalam penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Lhokseumawe,
yang berada di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Pemilihan
lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian antara objek penelitian
dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai mekanisme
pengupahan karyawan dalam perspektif Ekonomi Islam. Melalui
penelitian di lokasi tersebut, peneliti-akan memperoleh data secara
langsung mengenai proses penetapan, pembayaran, serta penerapan
prinsip keadilan dan kelayakan dalam pengupahan karyawan Baitul
Mal Lhokseumawe.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan setelah memperoleh izin
penelitian dari pihak yang terkait dengan lokasi penelitian.

Pelaksanaan penelitian meliputi beberapa tahapan, yaitu persiapan
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penelitian, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi, pengolahan serta analisis
data, hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun waktu
pelaksanaan penelitian direncanakan pada Mei tahun 2026, dengan
menyesuaikan jadwal dan kondisi di lapangan serta kesediaan
informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian.

3.4 Jenis Dan Sumber

Data merupakan salah satu unsur penting dalam penelitian
karena menjadi dasar bagi peneliti dalam memperoleh informasi,
melakukan analisis, dan menjawab rumusan masalah penelitian.
Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berkaitan dengan
mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe
dalam perspektif Ekonomi Islam. Berdasarkan sumbernya, data
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan
data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling
melengkapi agar peneliti -memperoleh informasi yang lebih
mendalam dan dapat. menggambarkan kondisi yang sebenarnya
terjadi di lokasi penelitian.:
3.4.1 DataPrimer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari sumber utama melalui proses pengumpulan data yang
dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, data primer

dapat diperoleh melalui interaksi secara langsung dengan informan
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yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan
objek penelitian (Hasan et al., 2025). Dalam penelitian ini, data
primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan
pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam mekanisme
pengupahan karyawan di Baitul Mal Lhokseumawe. Informan
tersebut dapat meliputi-pimpinan atau pengurus Baitul Mal, pihak
yang menangani administrasi atau keuangan/pengupahan, serta
karyawan Baitul Mal sebagai penerima upah. Selain wawancara,
data primer juga dapat diperoleh melalui hasil observasi terhadap
kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme
pengupahan di lokasi penelitian.
3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari
sumber yang telah tersedia dan dapat digunakan sebagai pendukung
terhadap data primer. Data sekunder dapat berasal dari berbagai
dokumen, literatur, laporan, arsip, buku, artikel ilmiah, serta
sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian (Yuliana et
al., 2024). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari
dokumen atau arsip yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan
karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe, seperti peraturan atau
ketentuan pengupahan, dokumen perjanjian kerja apabila tersedia,
struktur organisasi, data terkait karyawan, serta dokumen lain yang
dapat mendukung informasi hasil wawancara. Selain itu, peneliti
juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,

dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan upah (ujrah),
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akad ijarah, karyawan, Baitul Mal, serta prinsip pengupahan dalam
Ekonomi Islam sebagai bahan pendukung dalam menganalisis hasil

penelitian.

3.5  Teknik Pengumpulan Data
Ada beberapa teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut :
a) Wawancara/Interview
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan
informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai
objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan
dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan,
tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk
menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai dengan pengalaman
dan pengetahuannya. Teknik ini dipilih agar peneliti dapat
memperoleh informasi secara mendalam mengenai mekanisme
penetapan upah, pihak yang memiliki kewenangan dalam
menentukan besaran upah, dasar pertimbangan pemberian upah,
mekanisme dan waktu pembayaran, sumber dana pembayaran,
penerapan prinsip keadilan dan kelayakan, serta bentuk akad atau
perjanjian kerja antara Baitul Mal dengan karyawan. Informan
dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa

mereka memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam mekanisme
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pengupahan karyawan di Baitul Mal Lhokseumawe (Hasan et al.,
2025).
b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas
yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,
observasi dilakukan di Baitul Mal Lhokseumawe untuk
memperoleh gambaran mengenai kondisi dan aktivitas yang
berkaitan dengan hubungan kerja serta pelaksanaan mekanisme
pengupahan karyawan. Observasi digunakan sebagai data
pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui
wawancara, sehingga peneliti tidak hanya bergantung pada
keterangan informan, tetapi juga dapat melihat kondisi yang
terdapat di lapangan secara langsung (Yuliana et al., 2024).

c¢) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini
digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil
wawancara dan observasi. Dokumen yang dapat digunakan antara
lain perjanjian atau akad kerja, dokumen atau ketentuan mengenai
pengupahan, struktur organisasi, data karyawan, dokumen
pembayaran upah apabila dapat diakses, serta dokumen lain yang
berkaitan dengan mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul

Mal Lhokseumawe. Selain dokumen yang diperoleh dari lokasi
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penelitian, peneliti juga menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan
penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep upah (ujrah), akad
ijarah, karyawan, Baitul Mal, serta prinsip pengupahan dalam

Ekonomi Islam sebagai bahan pendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan
peneliti untuk mengolah, mengorganisasikan, dan
menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat
menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara
sistematis sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai.
Hasan et al. (2025) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif
dilakukan melalui proses pengorganisasian data, reduksi data,
penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.
Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini
meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan
dan verifikasi.
3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan
perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang
diperoleh selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi akan memiliki jumlah

yang cukup banyak sehingga perlu diseleksi berdasarkan
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relevansinya dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan reduksi terhadap data yang berkaitan dengan
mekanisme penetapan upah, kewenangan dalam menentukan
besaran upah, pertimbangan penetapan upah, perbedaan upah
berdasarkan jabatan atau beban kerja, mekanisme dan waktu
pembayaran, sumber dana pembayaran, penerapan prinsip keadilan
dan kelayakan, serta akad atau perjanjian kerja karyawan pada
Baitul Mal Lhokseumawe. Data yang tidak berkaitan langsung
dengan fokus penelitian akan dipisahkan sehingga analisis dapat
dilakukan secara lebih terarah.
3.6.2 Data Display

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan
data secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat
dipahami dan dianalisis dengan lebih mudah. Penyajian data dalam
penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif,
tabel, matriks, bagan, maupun bentuk lainnya sesuai dengan
kebutuhan penelitian (Yuliana et al., 2024). Dalam penelitian ini,
data akan disajikan terutama dalam bentuk uraian deskriptif dan
narasi hasil wawancara, yang kemudian dikelompokkan
berdasarkan tema penelitian, seperti mekanisme penetapan upah,
pembayaran upah, sumber dana, keadilan dan kelayakan upah, akad
kerja, serta pemenuhan hak dan kewajiban karyawan. Data tersebut
selanjutnya akan dikaitkan dengan teori dan prinsip Ekonomi Islam

yang digunakan dalam penelitian.
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan pola,
hubungan, dan informasi penting yang ditemukan setelah data
dikumpulkan, direduksi, dan  disajikan. Dalam penelitian ini,
peneliti akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe serta
bagaimana penerapan prinsip keadilan, kelayakan, hak dan
kewajiban dalam mekanisme tersebut. Selanjutnya, hasil temuan
tersebut dianalisis berdasarkan prinsip Ekonomi Islam, khususnya
yang berkaitan dengan ujrah, akad ijarah, keadilan, kelayakan, dan
pemenuhan hak pekerja. Kesimpulan yang diperoleh akan
diverifikasi dengan membandingkan "hasil wawancara, observasi,
dan dokumentasi sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan
memiliki dasar data yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan
(Hasan et al., 2025).
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BAB IV
HASIL PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan salah satu
lembaga yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat,
infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di wilayah Kota
Lhokseumawe. Keberadaan Baitul Mal memiliki tujuan untuk
mengelola _dan mendayagunakan dana umat secara optimal
sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya
bagi kelompok yang berhak menerima. Dalam menjalankan
fungsinya, Baitul Mal tidak hanya berperan dalam menghimpun
dana, tetapi juga melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan
dana tersebut melalui berbagai program sosial, ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan lembaga yang
dalam pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada - ketentuan
peraturan perundang-undangan serta ketentuan syariat Islam yang
berlaku di Aceh. Sebagai lembaga pengelola dana umat, Baitul Mal
dituntut untuk menjalankan kegiatan secara profesional, amanah,
transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut penting karena
dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan penggunaannya
ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Oleh
karena itu, tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia
menjadi bagian yang penting dalam mendukung tercapainya tujuan
Baitul Mal.
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Dalam menjalankan aktivitas kelembagaannya, Baitul Mal
Kota Lhokseumawe didukung oleh sumber daya manusia yang
memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-
masing. Karyawan berperan dalam mendukung kegiatan
administrasi, pengelolaan, pelayanan, penghimpunan,
pendistribusian, serta berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas Baitul Mal. Keberadaan karyawan tersebut
menjadi-salah satu unsur penting dalam menunjang kelancaran
kegiatan lembaga. Oleh sebab itu, hubungan kerja antara Baitul
Mal dengan karyawan perlu dikelola dengan baik, termasuk dalam
hal pemenuhan hak karyawan berupa pemberian upah atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Berkaitan dengan = penelitian ini, Baitul Mal Kota
Lhokseumawe dipilin sebagai lokasi penelitian karena memiliki
keterkaitan yang erat dengan fokus penelitian mengenai mekanisme
pengupahan karyawan dalam perspektif Ekonomi Islam. Sebagai
lembaga yang menjalankan aktivitas berdasarkan nilai-nilai Islam
dan mengelola dana yang berkaitan dengan kepentingan umat,
mekanisme pengupahan karyawan menjadi salah satu aspek yang
menarik untuk dikaji. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana
proses penetapan upah dilakukan, pihak yang memiliki
kewenangan dalam menentukan besaran upah, pertimbangan yang
digunakan, mekanisme pembayaran, serta bagaimana hak dan

kewajiban karyawan diterapkan dalam hubungan kerja.
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4.2  Hasil Penelitian
4.2.1 Mekanisme Penetapan Upah

Mekanisme penetapan upah merupakan salah satu aspek
penting dalam hubungan kerja antara Baitul Mal Lhokseumawe
dengan karyawan. Penetapan upah berkaitan dengan proses
menentukan besaran imbalan yang diberikan kepada karyawan atas
pekerjaan dan ‘tanggung jawab yang dilaksanakan. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Dr. Damanhur Abbas, Lc., MA., selaku
Kepala Komisioner Baitul Mal Kota Lhokseumawe, diketahui
bahwa mekanisme penetapan upah karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe pada dasarnya mengikuti ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Adapun bagi tenaga
profesional, terdapat mekanisme penetapan tersendiri melalui
struktur kelembagaan Baitul Mal.

Beliau menjelaskan bahwa penetapan gaji karyawan Baitul
Mal mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Kota Lhokseumawe. Sementara itu, bagi tenaga profesional,
besaran upah ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan
Badan Komisioner dan Badan Pengawas Baitul Mal. Sebagaimana
disampaikan oleh informan:

“Mekanisme penetapan gaji  karyawan Baitul Mal
berdasarkan peraturan di lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe, dalam bentuk aturan negara. Sedangkan untuk

tenaga profesional ditetapkan oleh Badan Pengawas Baitul Mal
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Lhokseumawe berdasarkan usulan dari Badan Komisioner dan
dibayarkan oleh Sekretariat Baitul Mal Lhokseumawe.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
terdapat dua mekanisme dalam penetapan upah, yaitu mekanisme
yang mengikuti ketentuan pemerintah dan mekanisme yang
diterapkan bagi tenaga profesional melalui struktur internal Baitul
Mal. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penetapan upah
tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing karyawan,
tetapi melalui ketentuan dan kewenangan yang telah ditetapkan
dalam struktur kelembagaan. Untuk tenaga profesional, prosesnya
dimulai dari adanya usulan Badan Komisioner yang kemudian
ditetapkan oleh Badan Pengawas dan selanjutnya dilaksanakan oleh
Sekretariat Baitul Mal.

Lebih lanjut, mengenai pihak yang memiliki kewenangan
dalam menentukan besaran upah, informan menjelaskan bahwa
proses tersebut dilakukan secara berjenjang. Ketentuan yang
menjadi dasar berasal dari pihak yang berwenang, kemudian untuk
tenaga profesional dilakukan pengusulan oleh Badan Komisioner,
penetapan oleh Badan Pengawas, dan pelaksanaannya dilakukan
oleh Sekretariat. Informan menyampaikan:

“Kewenangan dalam penentuan upah pertama oleh kantor
pusat, kedua diusulkan oleh Badan Komisioner, dan ditetapkan
oleh Badan Pengawas, kemudian dieksekusi oleh Badan

Sekretariat.”
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Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme
penetapan upah pada Baitul Mal Lhokseumawe melibatkan
beberapa unsur dalam kelembagaan. Adanya pembagian
kewenangan tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan upah
dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan, mulai dari dasar
aturan, proses pengusulan, penetapan, hingga pelaksanaan
pembayaran. Dengan demikian, terdapat pemisahan antara pihak
yang mengusulkan, pihak yang menetapkan, dan pihak yang
melaksanakan pembayaran upah.

Dalam menentukan besaran upah, Baitul Mal Lhokseumawe
juga mempertimbangkan jabatan dan pekerjaan yang dilakukan
oleh karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, besaran upah tidak
diberikan dalam bentuk bonus berdasarkan pencapaian kinerja,
tetapi disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawab karyawan. Informan menjelaskan:

“Besaran  upah  disesuaikan  dengan jabatan dan
pekerjaannya, bukan bonus karena hasil kinerja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jabatan dan jenis
pekerjaan menjadi salah satu dasar dalam menentukan besaran
upah karyawan. Dengan demikian, pemberian upah lebih diarahkan
sebagai imbalan atas pekerjaan dan tanggung jawab yang telah
ditetapkan, bukan sebagai bentuk bonus yang diberikan
berdasarkan pencapaian tertentu. Hal ini juga memperlihatkan

bahwa mekanisme pengupahan di Baitul Mal memiliki hubungan

80



dengan struktur pekerjaan yang dimiliki oleh masing-masing
karyawan.

Selain jabatan dan pekerjaan, penetapan upah juga tidak
dapat dilepaskan dari kemampuan anggaran yang tersedia. Hal
tersebut terlihat dari keterangan informan mengenai penerapan
prinsip keadilan dalam menentukan. besaran upah. Informan
menyampaikan® bahwa penetapan upah disesuaikan dengan
kemampuan daerah serta dana yang tersedia atau dimiliki oleh
Baitul Mal. Dengan demikian, besaran upah tidak hanya
mempertimbangkan posisi dan pekerjaan karyawan, tetapi juga
memperhatikan ~ kemampuan  keuangan dalam  membiayai
pembayaran upah tersebut.

Berdasarkan  keseluruhan hasil = wawancara, dapat
disimpulkan bahwa mekanisme penetapan upah karyawan pada
Baitul Mal Lhokseumawe dilakukan berdasarkan ketentuan yang
berlaku, dengan kewenangan yang dilaksanakan secara berjenjang
sesuai dengan struktur kelembagaan. Bagi karyawan yang
mengikuti ketentuan pemerintah, besaran upah mengacu pada
peraturan yang berlaku, sedangkan bagi tenaga profesional terdapat
proses pengusulan oleh Badan Komisioner dan penetapan oleh
Badan Pengawas yang kemudian dilaksanakan oleh Sekretariat.
Besaran upah juga disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan, serta
mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia. Temuan
mengenai mekanisme tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam

perspektif Ekonomi Islam, khususnya berkaitan dengan keadilan,
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kelayakan upah, ujrah, serta pemenuhan hak dan kewajiban
karyawan pada bagian pembahasan.
4.2.2 Mekanisme Pengupahan Tenaga Operasional pada

Baitul Mal Lhokseumawe

Tenaga operasional merupakan sumber daya manusia yang
memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan teknis dan pelayanan
sehari-hari dalam suatu organisasi. Tenaga operasional bertugas
memastikan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan
demikian, keberadaan tenaga operasional menjadi salah satu unsur
penting dalam mendukung kelancaran kegiatan organisasi, karena
tenaga tersebut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan
pekerjaan dan pelayanan.

Tenaga yang menjalankan kegiatan operasional memiliki
status dan mekanisme pengupahan yang berbeda sesuai dengan
kedudukan serta jenis pekerjaan yang dilaksanakan. Tenaga
profesional maupun tenaga pendukung tidak seluruhnya memiliki
status sebagai ASN, sehingga penghasilannya disesuaikan dengan
ketentuan kontrak, standar operasional, serta sumber dana yang
tersedia. Informan menjelaskan bahwa penetapan upah pada
dasarnya disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan yang
dilakukan, sehingga besaran upah tidak diberikan berdasarkan
bonus atau hasil kinerja, tetapi sebagai imbalan atas pekerjaan dan

tanggung jawab yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan data penelitian, tenaga operasional pada Baitul
Mal Lhokseumawe dapat mencakup tenaga profesional dan tenaga
pendukung seperti tenaga administrasi, petugas lapangan, driver,
security, dan petugas pelayanan. Untuk tenaga profesional,
mekanisme pengupahan mengikuti ketentuan kontrak khusus dan
standar biaya yang berlaku, sedangkan tenaga pendukung
memperoleh pembayaran berdasarkan kontrak dan sumber
anggaran yang telah ditetapkan. Mengenai sumber pembiayaan,
hasil wawancara menunjukkan bahwa pengupahan disesuaikan
dengan sumber dana yang tersedia dan ketentuan penggunaannya.
Informan juga menjelaskan bahwa apabila sumber dana yang
tersedia belum mencukupi sesuai standar, terdapat mekanisme
pengusulan berdasarkan Hak Amil sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengupahan tenaga
operasional tidak hanya mempertimbangkan jenis pekerjaan, tetapi
juga berkaitan dengan kemampuan keuangan dan sumber
pembiayaan Baitul Mal.

Dari sisi pelaksanaan pekerjaan, tenaga operasional tetap
memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas yang telah
ditetapkan meskipun terdapat keterbatasan dalam besaran upah.
Informan menyampaikan bahwa pekerjaan di Baitul Mal memiliki
karakter sosial sehingga para pekerja tetap melaksanakan tanggung
jawabnya sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghilangkan hak

tenaga operasional untuk memperoleh imbalan yang layak. Oleh
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karena itu, mekanisme pengupahan tenaga operasional perlu tetap
memperhatikan kesesuaian antara beban kerja, tanggung jawab,
jenis pekerjaan, dan imbalan yang diterima, sehingga hubungan
kerja dapat berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip
Ekonomi Islam.

4.2.3 Mekanisme dan Waktu Pembayaran Upah

Mekanisme pembayaran upah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem pengupahan karyawan karena berkaitan
dengan pemenuhan hak karyawan setelah melaksanakan pekerjaan
dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr.
Damanhur Abbas, Lc., MA., selaku Kepala Komisioner Baitul Mal
Kota Lhokseumawe, pembayaran upah karyawan dilakukan secara
rutin dengan waktu pembayaran pada awal bulan. Meskipun
pembayaran dilakukan pada awal bulan, proses administrasi dan
penganggaran untuk pembayaran = tersebut telah dilakukan
sebelumnya, yaitu pada akhir bulan.

Informan menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran upah
dilakukan dengan memproses kebutuhan pembayaran pada akhir
bulan, kemudian upah atau gaji diberikan kepada karyawan pada
awal bulan. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Upah dibayarkan di awal bulan, namun semua diproses di
akhir bulan.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
pembayaran upah pada Baitul Mal Lhokseumawe memiliki waktu

pembayaran yang telah ditentukan, yaitu pada awal bulan.
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Sementara itu, proses administrasi pembayaran dilakukan pada
akhir bulan. Adanya proses tersebut menunjukkan bahwa
pembayaran upah dilakukan melalui tahapan administratif sebelum
sampai kepada karyawan sebagai penerima upah. Dengan
demikian, pembayaran tidak dilakukan secara langsung tanpa
adanya proses pengelolaan dan administrasi terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan waktu pembayaran upah
juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Berdasarkan hasil
wawancara, selama anggaran yang dibutuhkan tersedia di kas
daerah, pembayaran gaji kepada karyawan dapat dilakukan tepat
waktu. Informan menyampaikan:

“Selama ini pembayaran gaji tepat waktu selama anggaran
tersebut tersedia di kas daerah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan
anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin
ketepatan waktu pembayaran upah. Artinya, meskipun pembayaran
telah memiliki waktu yang ditentukan, pelaksanaannya tetap
bergantung pada ketersediaan anggaran yang diperlukan. Kondisi
tersebut berkaitan dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang
berada di lingkungan pemerintah daerah.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa apabila terjadi
keterlambatan pembayaran, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh
proses pembahasan anggaran di tingkat pemerintah daerah.
Informan menyampaikan bahwa Kketerlambatan dapat terjadi

apabila terdapat keterlambatan dalam proses pembahasan anggaran
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di DPRA. Dengan demikian, apabila terjadi keterlambatan
pembayaran upah, faktor tersebut tidak semata-mata berasal dari
proses administrasi internal Baitul Mal, tetapi juga dapat berkaitan
dengan proses penganggaran yang berada di luar kewenangan
langsung Baitul Mal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mekanisme
pembayaran upah karyawan Baitul Mal Lhokseumawe dapat
digambarkan  melalui proses pengurusan - dan. pemrosesan
administrasi pada akhir bulan, kemudian pembayaran upah kepada
karyawan pada awal bulan. Pembayaran diupayakan dilakukan
tepat waktu selama anggaran tersedia di kas daerah. Sementara itu,
apabila terjadi keterlambatan, salah satu faktor yang dapat
memengaruhinya adalah = keterlambatan = proses pembahasan
anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa
Baitul Mal Lhokseumawe telah memiliki waktu pembayaran upah
yang jelas, yaitu pada awal bulan, dengan proses administratif yang
dilakukan pada akhir bulan. Ketepatan pembayaran sangat
berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan proses penganggaran
pemerintah daerah. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar dalam
pembahasan mengenai ketepatan waktu pembayaran upah dan
pemenuhan hak karyawan dalam perspektif Ekonomi Islam,
Khususnya berkaitan dengan prinsip keadilan dan kewajiban

pemberi kerja dalam memenuhi hak pekerja.
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4.2.4 Sumber Dana Pembayaran Upah

Sumber dana merupakan salah satu aspek penting dalam
mekanisme pengupahan karena berkaitan dengan asal dana yang
digunakan untuk memenuhi hak karyawan atas pekerjaan yang
telah dilaksanakan. Dalam -penelitian ini, peneliti menggali
informasi  mengenai - sumber dana. yang digunakan untuk
membayarkan upah karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe serta
ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut.
Sumber dana pembayaran upah karyawan berasal dari anggaran
pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informan menjelaskan bahwa sumber dana pembayaran
upah karyawan berasal dari APBN. Namun, apabila dana yang
tersedia belum mencukupi atau belum memenuhi standar yang
dibutuhkan, terdapat alternatif berupa pengusulan penggunaan Hak
Amil untuk memenuhi  kebutuhan tersebut. Sebagaimana
disampaikan oleh informan:

“Sumber upah dari APBN. Jika tidak cukup sesuai dengan
standar, maka pegawai bisa mengusulkan dari Hak Amil.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
sumber dana pembayaran upah karyawan memiliki keterkaitan
dengan anggaran pemerintah dan pengelolaan dana yang terdapat
dalam Baitul Mal. Sumber utama yang disebutkan oleh informan
adalah APBN, sedangkan apabila terdapat kekurangan dalam

memenuhi standar kebutuhan upah, terdapat kemungkinan
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penggunaan Hak Amil sesuai dengan mekanisme dan ketentuan
yang berlaku.

Penggunaan Hak Amil dalam konteks pembayaran upah
juga berkaitan dengan kedudukan pekerja yang menjalankan tugas
dalam pengelolaan dana umat. Hak Amil merupakan bagian yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat dan diberikan berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi pihak yang memiliki tugas dalam
pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penggunaan dana tersebut tidak
dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus mempertimbangkan
ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana Baitul Mal.

Selain sumber dana, peneliti jJuga menggali mengenai faktor
yang menjadi pertimbangan Baitul Mal dalam menentukan
kemampuan pembayaran upah. Berdasarkan hasil wawancara,
kemampuan daerah dan jumlah dana yang tersedia menjadi salah
satu pertimbangan dalam pengelolaan pengupahan. Informan
menjelaskan:

“Dipastikan dengan kemampuan daerah dan dari dana
yang terinput atau dimiliki oleh Baitul Mal.”

Pernyataan tersebut “menunjukkan bahwa kemampuan
keuangan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap
pelaksanaan pembayaran upah. Baitul Mal perlu menyesuaikan
kebutuhan pembayaran dengan dana yang tersedia sehingga
mekanisme pengupahan dapat dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan anggaran. Kondisi tersebut juga menjelaskan temuan
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sebelumnya bahwa ketepatan waktu pembayaran upah berkaitan
dengan ketersediaan anggaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara, sumber
dana pembayaran upah karyawan Baitul Mal Lhokseumawe berasal
dari APBN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan
apabila dana yang - tersedia belum mencukupi, terdapat
kemungkinan pengusulan dari Hak Amil. Besaran dan pelaksanaan
pembayaran juga dipengaruhi oleh kemampuan anggaran serta
dana yang tersedia. Temuan ini menjadi penting dalam penelitian
karena Baitul Mal merupakan lembaga yang mengelola dana yang
berkaitan dengan kepentingan umat, sehingga sumber dan
penggunaan dana untuk pembayaran upah perlu dilaksanakan
secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4.25 Penetapan Keadilan dan Kelayakan Upah

Keadilan dan kelayakan merupakan aspek penting dalam
pemberian upah kepada karyawan. Dalam hubungan Kkerja,
pemberian upah tidak hanya berkaitan dengan besaran nominal
yang diterima oleh karyawan, tetapi juga berkaitan dengan
kesesuaian antara pekerjaan, tanggung jawab, dan imbalan yang
diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggali bagaimana
Baitul Mal Lhokseumawe menerapkan prinsip keadilan dan
memastikan kelayakan upah bagi karyawan. Penetapan upah
dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan

ketersediaan dana yang dimiliki oleh Baitul Mal.
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Informan menjelaskan bahwa penerapan keadilan dalam
menentukan besaran upah disesuaikan dengan kemampuan
keuangan yang tersedia. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Dipastikan dengan kemampuan daerah dan dari dana
yvang terinput atau dimiliki oleh Baitul Mal.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa
kemampuan keuangan menjadi salah satu pertimbangan Baitul Mal
dalam menentukan besaran upah karyawan. Artinya, penetapan
upah tidak dapat dilepaskan dari kondisi anggaran yang tersedia.
Baitul Mal perlu menyesuaikan besaran pembayaran dengan
kemampuan dana yang dimiliki agar kewajiban pembayaran
kepada karyawan tetap dapat dilaksanakan.

Selain  mempertimbangkan = kemampuan  keuangan,
penetapan upah juga disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan
masing-masing karyawan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan
oleh informan bahwa besaran upah disesuaikan dengan jabatan dan
pekerjaan yang dilaksanakan, bukan dalam bentuk bonus
berdasarkan hasil kinerja. Dengan demikian, terdapat pertimbangan
terhadap posisi dan tugas yang diberikan kepada karyawan dalam

menentukan besaran upah.

90



Tabel 4.1
Daftar Upah Karyawan Baitul Mal Lhokseumawe

Estimasi
Status Sumber Total
Struktur Jabatan Kepegawaian Pendapatan Pendapatan /
Bulan
1. JALUR KOMISIONER
Ketua Badan Hak Amil (Zakat &
Pelaksana (Kepala) Non-PNS Infak) Rp3.000.000
Anggota Komisioner ) Hak Amil (Zakat &
(Kepala Bidang) Non-PNS Infak) Rp2.500.000
Dewan Pengawas Tokoh/Ulama Tunjangan Rp1.500.000
Syariah Kehormatan APBK p=.900
2. JALUR SEKRETARIAT (ASN)
Kepala Sekretariat Gaji Pokok PNS +
(Eselon IIl) e TPP Daerah Rp&Q00.000
Kepala Subbagian Gaji Pokok PNS +
(Eselon 1V) & TPP Daerah Rp4.800.600
Staf Administrasi PNS / PPPK Gajl_ Pokok + Rp3.100.000
Pelaksana Tunjangan Daerah
3. JALUR PENDUKUNG (NON-ASN)
. SSH / Standar
g enaga Ahli Kgnirak Operasional +Hak | Rp1.000.000
Profesional Khusus .
Amil
Tenaga Bakti / Kontrak APBK Lhokseumawe
Honorer Administrasi Daerah + Hak Amil Ry -000.000
Petugas Lapangan / Kontrak APBK / Operasional
Driver / Security / CS Daerah Lembaga + Hak Amil Rpj}-000.000

Sumber : Data Primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa sistem

pengupahan karyawan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai

dengan status kepegawaian, jabatan, serta sumber pendapatan

masing-masing. Secara umum, pegawai pada jalur sekretariat yang

berstatus ASN memperoleh penghasilan berdasarkan ketentuan

kepegawaian pemerintah daerah, berupa gaji

dan tambahan

penghasilan yang mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah

Kota Lhokseumawe mengatur pemberian Tambahan Penghasilan
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Pegawai (TPP) bagi ASN melalui Peraturan Wali Kota
Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2024, yang mencakup ketentuan
pemberian,  kriteria dan  penetapan  besaran, prosedur,
penganggaran, serta monitoring dan evaluasi TPP.

Di sisi lain, terdapat tenaga non-ASN dan tenaga
profesional yang mekanisme penghasilannya tidak sepenuhnya
mengikuti sistem penggajian ASN. Berdasarkan data awal
penelitian, tenaga profesional memperoleh imbalan berdasarkan
ketentuan kontrak dan standar biaya yang berlaku, sedangkan
tenaga pendukung seperti tenaga administrasi, petugas lapangan,
pengemudi, keamanan, dan pelayanan memperoleh penghasilan
berdasarkan ketentuan kontrak daerah dan sumber pembiayaan
yang tersedia. Dalam konteks penganggaran pemerintah daerah,
Pemerintah Kota Lhokseumawe juga memiliki Peraturan Wali Kota
Nomor 43 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Tahun Anggaran 2025 yang berfungsi sebagai pedoman dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, serta penyusunan
RKA-SKPK dan DPA-SKPK.

Selain sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran
pemerintah daerah, Baitul Mal memiliki karakteristik khusus
karena menjalankan fungsi pengelolaan zakat dan infak.
Pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe
memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Lhokseumawe
Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq pada

Baitul Mal Kota Lhokseumawe, yang berstatus berlaku. Kondisi
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tersebut menunjukkan bahwa sumber dana yang berkaitan dengan
aktivitas Baitul Mal memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri
sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan aturan dan
peruntukannya.

Selain honorarium tetap dari APBK, amil atau petugas
pengelola zakat juga memiliki hak bagian senif amil dari persentase
pengumpulan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) sesuai dengan
ketentuan syariat dan peraturan walikota yang disesuaikan dalam
tata kelola anggaran tahun berjalan.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat tidak secara
otomatis digunakan untuk pembayaran upah karyawan, karena
masing-masing dana memiliki ketentuan penggunaan tersendiri.
Informan menjelaskan bahwa :

“Untuk pengupahan karyawan, sumber dan besarannya
disesuaikan dengan status kepegawaian dan ketentuan yang
berlaku.”

Dengan demikian, anggaran program penyaluran bantuan
dan anggaran pengupahan karyawan memiliki mekanisme
pengelolaan yang berbeda, meskipun keduanya berada dalam
lingkup pengelolaan Baitul Mal.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara, terdapat
perbedaan sumber dan besaran upah berdasarkan status serta
kedudukan karyawan. Pegawai pada jalur komisioner memperoleh
pendapatan dari Hak Amil, sedangkan pegawai ASN pada jalur

sekretariat memperoleh gaji pokok dan TPP sesuai ketentuan
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pemerintah daerah. Sementara itu, tenaga pendukung non-ASN
memperoleh upah berdasarkan kontrak dan standar biaya yang
berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian upah
pada Baitul Mal Lhokseumawe tidak dilakukan secara seragam,
tetapi disesuaikan dengan status kepegawaian, jabatan, jenis
pekerjaan, serta sumber pembiayaan.

Perbedaan status kepegawaian dan sumber pembiayaan
tersebut kemudian menimbulkan adanya perbedaan mekanisme dan
besaran penghasilan antara satu kelompok pegawai dengan
kelompok lainnya. Perbedaan tersebut pada dasarnya dapat
dipengaruhi oleh jabatan, tanggung jawab, jenis pekerjaan, status
kepegawaian, serta ketentuan anggaran yang menjadi dasar
pembayaran. Oleh karena itu, perbedaan besaran upah tidak dapat
langsung dinilai sebagai ketidakadilan, tetapi perlu dianalisis lebih
lanjut berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, kelayakan, serta
kesesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang
diterima.

Hal tersebut menjadi penting apabila ditinjau dari perspektif
Ekonomi Islam, karena Islam tidak hanya menekankan kewajiban
memberikan upah kepada pekerja, tetapi juga memperhatikan
prinsip keadilan, kelayakan, transparansi, dan pemenuhan hak
pekerja. Dengan adanya beberapa jalur kepegawaian dan sumber
pendapatan pada Baitul Mal Lhokseumawe, perlu diketahui
bagaimana mekanisme penetapan upah dilakukan, siapa yang

memiliki kewenangan dalam menentukan besaran upah, bagaimana
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waktu pembayaran dilaksanakan, serta apakah perbedaan
penghasilan tersebut telah mempertimbangkan prinsip keadilan dan
kelayakan dalam Ekonomi Islam.

Selanjutnya, berkaitan dengan kelayakan upah, hasil
wawancara menunjukkan adanya kondisi bahwa besaran upah yang
diterima karyawan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan standar
yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan
anggaran yang menjadi salah satu faktor dalam menentukan
besaran upah. Meskipun demikian, karyawan tetap menjalankan
pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah
ditetapkan. Informan menjelaskan:

“Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan sosial, oleh
karena itu walaupun upah tidak sesuai dengan standar, tetapi
pekerja tetap menjalankannya sesuai dengan pekerjaan yang
ditetapkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara standar kelayakan upah dengan kemampuan lembaga dalam
memberikan upah. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak
menyebabkan  karyawan — meninggalkan  tanggung jawab
pekerjaannya. Para karyawan tetap melaksanakan tugas karena
pekerjaan di Baitul Mal memiliki karakteristik sebagai pekerjaan
sosial yang Dberkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan
kepentingan umat.

Dalam konteks tersebut, kelayakan upah pada Baitul Mal

tidak hanya berkaitan dengan nominal yang diterima oleh
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karyawan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan keuangan
lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat keterbatasan dalam menentukan besaran upah, terutama
ketika dana yang tersedia belum mampu memenuhi standar yang
diharapkan. Dengan demikian, penetapan upah merupakan hasil
dari pertimbangan antara kebutuhan pemberian imbalan kepada
karyawan dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa
prinsip keadilan dalam penetapan upah di Baitul Mal
Lhokseumawe diterapkan melalui pertimbangan jabatan, pekerjaan,
serta kemampuan keuangan daerah dan lembaga. Sementara itu,
dari aspek kelayakan, masih terdapat kondisi di mana upah yang
diberikan belum  sepenuhnya = sesuai dengan standar yang
diharapkan. Namun, karyawan tetap menjalankan pekerjaan dan
tanggung jawabnya sebagai bagian dari tugas sosial yang diemban
oleh Baitul Mal.
4.2.6 Akad atau Perjanjian Kerja

Akad atau perjanjian kerja merupakan salah satu unsur
penting dalam hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Akad
menjadi dasar yang mengatur hubungan kerja, termasuk tugas dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh karyawan serta hak
yang diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut. Dalam
penelitian ini, peneliti menggali informasi mengenai bentuk akad
atau perjanjian kerja yang diterapkan pada Baitul Mal

Lhokseumawe, khususnya yang berkaitan dengan hak, kewajiban,
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dan pemberian upah kepada karyawan. Hubungan kerja di Baitul
Mal memiliki dasar yang berbeda sesuai dengan status
kepegawaian karyawan.

Informan menjelaskan bahwa bagi pegawai yang berstatus
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hubungan kerja didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai PNS. Sementara itu, dalam pelaksanaan pekerjaan di
lingkungan Baitul Mal, terdapat Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab masing-masing karyawan. Sebagaimana
disampaikan oleh informan:

“Akad yang dilakukan adalah pertama, Undang-Undang
PNS, dan kedua ada SOP pekerjaan yang ada di kalangan Baitul
Mal itu sendiri.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
hubungan kerja pada Baitul Mal Lhokseumawe tidak hanya
didasarkan pada kesepakatan antara lembaga dengan karyawan,
tetapi juga mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan status
kepegawaian. Bagi karyawan yang berstatus sebagai PNS,
hubungan kerja dan hak serta kewajibannya mengikuti ketentuan
kepegawaian yang berlaku. Sementara itu, SOP Baitul Mal menjadi
pedoman dalam mengatur pelaksanaan pekerjaan di lingkungan
lembaga.

SOP tersebut memiliki peran dalam memberikan kejelasan

mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh
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karyawan. Kejelasan tugas menjadi penting karena setiap karyawan
memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai
dengan jabatan atau kedudukannya. Hal ini juga berkaitan dengan
mekanisme penetapan upah yang telah dijelaskan sebelumnya,
bahwa besaran upah disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan
yang dilakukan oleh karyawan.

Dengan adanya ketentuan kepegawaian dan SOP, hubungan
kerja antara Baitul Mal dengan karyawan memiliki dasar yang
dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan.
Karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan, sementara pihak lembaga memiliki dasar dalam
mengatur pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks pengupahan,
kejelasan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab tersebut
menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan pemberian imbalan
kepada karyawan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, informan lebih
menekankan bahwa dasar hubungan kerja di Baitul Mal mengacu
pada ketentuan PNS dan SOP pekerjaan Baitul Mal. Oleh karena
itu, dalam penelitian ini bentuk akad atau perjanjian kerja dipahami
berdasarkan status kepegawaian dan ketentuan kelembagaan yang
berlaku. Peneliti tidak menemukan keterangan dari informan
mengenai adanya akad ijarah secara khusus dalam bentuk akad
syariah tertulis untuk setiap karyawan. Hal tersebut menjadi bagian

yang perlu dianalisis lebih lanjut pada pembahasan untuk melihat
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kesesuaiannya dengan konsep akad kerja dalam perspektif
Ekonomi Islam.

Berdasarkan  keseluruhan  hasil ~wawancara, dapat
disimpulkan bahwa akad atau perjanjian kerja pada Baitul Mal
Lhokseumawe didasarkan pada ketentuan kepegawaian bagi PNS
serta SOP yang berlaku di lingkungan Baitul Mal. Ketentuan
tersebut menjadi dasar bagi karyawan dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya. Sementara itu, aspek pengupahan
berkaitan dengan jabatan dan pekerjaan yang telah ditetapkan.
Temuan tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan konsep
akad dalam Ekonomi Islam, khususnya akad ijarah, kejelasan
pekerjaan, kejelasan imbalan (ujrah), serta hak dan kewajiban
antara pemberi kerja dan pekerja.

4.2.7 Keluhan dan Peneyelesaian permasalahan Pengupahan

Keluhan dan permasalahan dalam pengupahan merupakan
salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam hubungan kerja
antara lembaga dengan karyawan. Keluhan dapat muncul apabila
terdapat ketidaksesuaian antara hak yang seharusnya diterima
dengan kondisi yang dialami oleh karyawan, baik berkaitan dengan
besaran upah maupun waktu pembayaran. Oleh Kkarena itu,
penelitian ini menggali informasi mengenai ada atau tidaknya
keluhan karyawan Baitul Mal Lhokseumawe terkait pengupahan
serta bagaimana lembaga menyikapi kondisi tersebut. Selama ini
tidak terdapat keluhan yang berarti dari karyawan berkaitan dengan

kondisi pekerjaan maupun pengupahan.
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Informan menjelaskan bahwa selama menjalankan
pekerjaan di Baitul Mal, para karyawan memahami kondisi dan
karakteristik pekerjaan yang mereka jalankan. Pekerjaan di Baitul
Mal memiliki karakteristik sebagai pekerjaan sosial yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat
kondisi tertentu yang belum sesuai dengan harapan, hal tersebut
dipandang sebagai bagian dari konsekuensi pekerjaan yang harus
tetap dijalankan oleh para pekerja. Informan menyampaikan:

“Tidak pernah ada keluhan dari sulitnya tempat bekerja,
dan hal tersebut merupakan konsekuensi pekerjaan yang harus
dijalankan para pekerja.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa
tidak ditemukan keluhan yang berarti dari karyawan mengenai
kondisi pekerjaan maupun pengupahan selama ini. Karyawan tetap
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan
meskipun terdapat keterbatasan - tertentu dalam pelaksanaan
pekerjaan. Sikap tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman bahwa
pekerjaan yang dilakukan di Baitul Mal memiliki fungsi sosial dan
berkaitan dengan pengelolaan kepentingan umat.

Selain mengenai keluhan terhadap kondisi pekerjaan, hasil
wawancara juga menunjukkan bahwa besaran upah masih berkaitan
erat dengan kemampuan keuangan dan dana yang tersedia.
Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, apabila
besaran upah belum sesuai dengan standar yang diharapkan, para

pekerja tetap melaksanakan tugas sesuai dengan pekerjaan yang

100



telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum
terpenuhinya standar upah tidak secara langsung menimbulkan
permasalahan atau keluhan dari karyawan menurut keterangan
informan.

Dalam hal penyelesaian permasalahan pengupahan,
informan tidak menjelaskan adanya kasus Kkhusus yang
memerlukan penyelesaian secara formal karena selama ini tidak
terdapat keluhan yang berarti dari karyawan. Oleh karena itu,
penyelesaian permasalahan pengupahan lebih berkaitan dengan
bagaimana lembaga mengelola kemampuan anggaran dan
menyesuaikan pemberian upah dengan dana yang tersedia. Dengan
kata lain, apabila terdapat keterbatasan dalam pemberian upah,
kondisi tersebut dipahami dalam konteks kemampuan keuangan
lembaga dan ketentuan anggaran yang berlaku.

Informan juga menjelaskan adanya kemungkinan
peningkatan upah apabila kemampuan pengelolaan dana Baitul Mal
semakin baik. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan dana
infak yang dikelola oleh Baitul Mal. Sebagaimana disampaikan
oleh informan:

“Oleh karena itu semakin tinggi dana infak yang dikelola di
Baitul Mal dapat pula meningkatkan upah yang ditetapkan untuk
para pekerja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan
jumlah dana yang dikelola Baitul Mal dipandang memiliki potensi

untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam memberikan
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kesejahteraan kepada para pekerja. Dengan demikian, kondisi
keuangan dan kemampuan lembaga menjadi salah satu faktor yang
berkaitan dengan peluang peningkatan upah karyawan di masa
yang akan datang.

Berdasarkan  keseluruhan  hasil  wawancara, dapat
disimpulkan bahwa selama ini tidak terdapat keluhan yang berarti
dari karyawan Baitul Mal Lhokseumawe terkait besaran maupun
pembayaran upah berdasarkan keterangan informan. Para karyawan
tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meskipun terdapat
kondisi di mana upah belum sepenuhnya sesuai dengan standar
yang diharapkan. Hal tersebut dipahami sebagai bagian dari
konsekuensi pekerjaan sosial yang dijalankan di Baitul Mal.

Dengan demikian, permasalahan pengupahan pada Baitul
Mal Lhokseumawe lebih banyak berkaitan dengan kemampuan
anggaran dan ketersediaan dana, bukan konflik atau keluhan
langsung antara karyawan dengan lembaga. Peningkatan dana yang
dikelola Baitul Mal, khususnya dana infak, dipandang dapat
membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan besaran
upah pekerja. Temuan ini selanjutnya dapat dianalisis dalam
perspektif  Ekonomi Islam, terutama mengenai hak pekerja,
keadilan dalam pemberian upah, kelayakan ujrah, serta tanggung

jawab pemberi kerja dalam memenuhi hak karyawan.
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4.3  Pembahasan
4.3.1 Mekanisme Pengupahan Karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolen melalui
wawancara dengan Dr. Damanhur Abbas, Lc., MA., selaku Kepala
Komisioner Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mekanisme
pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe dilakukan
melalui tahapan yang disesuaikan dengan status kepegawaian,
ketentuan pemerintah, serta mekanisme kelembagaan Baitul Mal.
Penetapan upah bagi karyawan tidak dilakukan secara bebas,
melainkan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Bagi
pegawai yang mengikuti ketentuan pemerintah, besaran gaji
didasarkan pada aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Kota Lhokseumawe. Sementara itu, bagi tenaga profesional,
terdapat mekanisme pengusulan dan penetapan melalui struktur
kelembagaan Baitul Mal.

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya pembagian
kewenangan dalam proses pengupahan. Berdasarkan keterangan
informan, Badan Komisioner memiliki peran dalam mengusulkan
besaran upah tenaga profesional, Badan Pengawas memiliki
kewenangan dalam menetapkan, sedangkan Sekretariat Baitul Mal
melaksanakan pembayaran atau eksekusi terhadap upah yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, proses pengupahan tidak dilakukan
hanya oleh satu pihak, tetapi melalui beberapa tahapan sesuai

dengan kewenangan masing-masing. Mekanisme tersebut dapat
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memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab
dalam proses penetapan dan pembayaran upah.

Dalam menentukan besaran upah, Baitul Mal Lhokseumawe
mempertimbangkan jabatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung
jawab karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, besaran upah tidak
diberikan dalam bentuk bonus berdasarkan pencapaian kinerja,
tetapi lebih didasarkan pada jabatan dan pekerjaan yang telah
ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara
pekerjaan dan upah menjadi salah satu pertimbangan dalam
mekanisme pengupahan. Karyawan = memperoleh imbalan
berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawab yang melekat pada
posisi masing-masing.

Selanjutnya, pembayaran upah dilakukan pada awal bulan,
sedangkan proses administrasi pembayaran telah dilakukan pada
akhir bulan. Pembayaran diupayakan tepat waktu selama anggaran
tersedia di kas daerah. Apabila terjadi keterlambatan, menurut
informan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keterlambatan proses
pembahasan anggaran di DPRA. Dengan demikian, ketepatan
waktu pembayaran upah tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme
internal Baitul Mal, tetapi juga oleh ketersediaan dan proses
penganggaran pemerintah daerah.

Dari sisi sumber pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan
bahwa upah karyawan berasal dari anggaran pemerintah,
sedangkan apabila dana yang tersedia belum mencukupi sesuai

dengan standar yang dibutuhkan, terdapat kemungkinan
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pengusulan dari Hak Amil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penggunaan sumber dana tersebut menunjukkan bahwa mekanisme
pengupahan pada Baitul Mal berkaitan erat dengan sistem
pengelolaan keuangan pemerintah dan pengelolaan dana Baitul
Mal. Oleh sebab itu, kemampuan keuangan daerah dan
ketersediaan dana menjadi faktor yang turut menentukan
kemampuan lembaga dalam memenuhi pembayaran upah.

Apabila ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, mekanisme
pengupahan tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep ujrah,
yaitu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan atau
jasa yang telah dilakukannya. Dalam akad kerja, besaran imbalan
seharusnya diketahui secara jelas sehingga pihak pekerja dan
pemberi kerja memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya.
Selain itu, prinsip keadilan (‘adl) juga menjadi salah satu dasar
penting dalam hubungan kerja. Islam menempatkan pekerja sebagai
pihak yang memiliki hak untuk memperoleh imbalan yang sesuai
dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa unsur yang
menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip tersebut, khususnya
melalui penetapan upah berdasarkan jabatan dan pekerjaan, adanya
pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan, serta adanya
waktu pembayaran yang telah ditentukan. Namun demikian,
terdapat pula temuan bahwa besaran upah masih sangat
dipengaruhi oleh kemampuan anggaran. Informan menyampaikan

bahwa dalam kondisi tertentu upah yang diterima belum
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sepenuhnya sesuai dengan standar yang diharapkan, tetapi
karyawan tetap menjalankan tugas karena pekerjaan di Baitul Mal
memiliki karakteristik sosial.

Kondisi  tersebut menjadi bagian penting dalam
menganalisis mekanisme pengupahan berdasarkan Ekonomi Islam.
Prinsip keadilan dalam-Islam tidak hanya berkaitan dengan adanya
pembayaran upah, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian imbalan
dengan pekerjaan, kejelasan hak pekerja, ketepatan pembayaran,
dan kemampuan pemberi kerja dalam memenuhi hak tersebut. Oleh
karena itu, meskipun mekanisme yang diterapkan Baitul Mal telah
memiliki dasar kelembagaan dan aturan yang jelas, aspek
kelayakan besaran upah tetap perlu diperhatikan agar kesejahteraan
pekerja dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Dengan demikian, mekanisme pengupahan karyawan pada
Baitul Mal Lhokseumawe dilakukan ~melalui sistem yang
terstruktur, mulai dari penetapan berdasarkan ketentuan yang
berlaku, pengusulan dan penetapan oleh pihak yang memiliki
kewenangan, hingga pembayaran oleh Sekretariat Baitul Mal.
Besaran = upah mempertimbangkan = jabatan dan pekerjaan,
sedangkan ketepatan pembayaran dipengaruhi oleh ketersediaan
anggaran. Dari perspektif Ekonomi Islam, mekanisme tersebut
telah memiliki beberapa unsur yang sejalan dengan prinsip
pengupahan, seperti kejelasan pekerjaan, adanya imbalan atas
pekerjaan, dan adanya mekanisme pembayaran. Namun, aspek

kelayakan dan kecukupan upah masih menjadi hal yang perlu
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mendapatkan perhatian, terutama karena besaran upah juga
dipengaruhi oleh kemampuan anggaran yang tersedia.
4.3.2 Penerapan Prinsip Keadilan dan Kelayakan dalam

Pengupahan

Penerapan prinsip keadilan dan kelayakan merupakan
bagian penting dalam sistem pengupahan karena upah bukan hanya
dipandang sebagai imbalan atas pekerjaan, tetapi juga sebagai
bentuk pemenuhan hak pekerja. Dalam perspektif Ekonomi Islam,
pemberian upah harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan,
dan keseimbangan antara pekerjaan yang dilakukan dengan
imbalan yang diterima. Penerapan keadilan dalam pengupahan
dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan, pekerjaan, serta
kemampuan keuangan daerah dan Baitul Mal.

Hasil penelitian menunjukkan ~bahwa besaran upah
karyawan disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan yang
dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk
memberikan imbalan berdasarkan tanggung jawab yang melekat
pada pekerjaan masing-masing karyawan. Informan menjelaskan
bahwa besaran upah disesuaikan dengan jabatan dan pekerjaan,
bukan diberikan dalam bentuk bonus berdasarkan hasil kinerja.
Dengan demikian, terdapat dasar yang digunakan dalam
membedakan atau menentukan besaran upah bagi karyawan sesuai
dengan kedudukan dan pekerjaan yang dilaksanakan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, kondisi tersebut dapat

dikaitkan dengan prinsip keadilan (‘adl), yaitu memberikan sesuatu
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sesuai dengan haknya dan tidak melakukan tindakan yang
merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam pengupahan tidak
selalu berarti seluruh pekerja memperoleh nominal yang sama,
tetapi dapat diwujudkan melalui pemberian imbalan yang sesuai
dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan kedudukan masing-masing.
Dengan mempertimbangkan jabatan dan pekerjaan dalam
menentukan upah, Baitul Mal telah memiliki dasar yang dapat
mendukung terciptanya keadilan dalam hubungan kerja.

Selain jabatan dan pekerjaan, penerapan keadilan juga
dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan
dana Baitul Mal. Berdasarkan keterangan informan, penetapan
besaran upah disesuaikan dengan kemampuan daerah dan dana
yang tersedia. Artinya, Baitul Mal tidak dapat menentukan besaran
upah tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan yang dimiliki.
Kemampuan anggaran menjadi salah satu faktor yang menentukan
sejauh mana lembaga dapat memenuhi kebutuhan pembayaran
upah kepada karyawan.

Dari aspek kelayakan, hasil penelitian menunjukkan adanya
kondisi = yang perlu’ mendapatkan perhatian. Informan
menyampaikan bahwa pekerjaan di Baitul Mal merupakan
pekerjaan sosial sehingga terdapat keadaan ketika besaran upah
yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang
diharapkan. Meskipun demikian, karyawan tetap menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pekerjaan yang telah

ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

108



antara upah yang diberikan berdasarkan kemampuan anggaran
dengan upah yang ideal atau sesuai dengan standar kebutuhan
pekerja.

Dalam Ekonomi Islam, kelayakan upah menjadi bagian
yang penting karena pekerja memiliki hak untuk memperoleh
imbalan yang sesuai atas pekerjaan yang telah dilakukan. Prinsip
tersebut berkaitan dengan konsep ujrah, yaitu imbalan yang
diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas jasa atau
pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemberian upah tidak
hanya harus memiliki dasar yang jelas, tetapi juga perlu
memperhatikan kepatutan dan kemampuan upah tersebut dalam
memenuhi kebutuhan pekerja secara wajar.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan keadilan dalam
pengupahan di Baitul Mal Lhokseumawe dapat dikatakan telah
diupayakan melalui penyesuaian upah dengan jabatan dan
pekerjaan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan
lembaga. Namun, dari aspek kelayakan, masih terdapat
keterbatasan karena besaran upah sangat bergantung pada
kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan kata lain, lembaga
telah berupaya memberikan upah berdasarkan ketentuan yang ada,
tetapi kemampuan untuk memberikan upah yang lebih layak masih
dipengaruhi oleh kondisi keuangan.

Kondisi tersebut juga perlu dilihat dari karakteristik Baitul
Mal sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Para karyawan

tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi turut
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mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan dana umat.
Berdasarkan hasil wawancara, karakteristik sosial tersebut menjadi
salah satu alasan mengapa karyawan tetap menjalankan tugas
meskipun terdapat keterbatasan dalam besaran upah. Namun, nilai
sosial tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak karyawan
untuk memperoleh imbalan yang layak. Tanggung jawab sosial
lembaga tetap perlu berjalan bersamaan dengan pemenuhan hak
pekerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan
prinsip keadilan dalam pengupahan di Baitul Mal Lhokseumawe
terlihat dari adanya pertimbangan jabatan dan pekerjaan serta
penyesuaian dengan kemampuan keuangan lembaga. Sementara
itu, prinsip kelayakan masih menghadapi keterbatasan karena
besaran upah dipengaruhi oleh kemampuan anggaran yang tersedia.
Dalam perspektif Ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa mekanisme pengupahan telah memiliki beberapa unsur yang
sejalan dengan prinsip keadilan, tetapi aspek kelayakan dan
kecukupan upah perlu terus ditingkatkan agar hak pekerja dapat
terpenuhi secara lebih optimal.

Pada akhirnya, penerapan keadilan dan kelayakan dalam
pengupahan tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya
pembayaran upah, tetapi juga dari kesesuaian antara pekerjaan,
tanggung jawab, besaran imbalan, ketepatan pembayaran, dan
kemampuan pekerja memperoleh haknya secara wajar. Oleh karena

itu, peningkatan kemampuan pengelolaan dana Baitul Mal menjadi
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salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan
pekerja di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan ketentuan
syariah dan peraturan yang berlaku.
4.3.3 Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi

Islam

Mekanisme pengupahan dalam. perspektif Ekonomi Islam
pada dasarnya tidak hanya melihat upah sebagai imbalan yang
diberikan kepada pekerja, tetapi juga sebagai  bagian dari
pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Islam
memberikan perhatian terhadap hubungan antara pemberi kerja dan
pekerja agar berlangsung secara adil, transparan, dan tidak
merugikan salah satu pihak. Dalam konsep Ekonomi Islam,
pemberian upah dapat dikaitkan dengan ujrah, yaitu imbalan yang
diberikan atas manfaat atau jasa yang telah diberikan oleh
seseorang. Oleh karena itu, kejelasan mengenai pekerjaan, besaran
imbalan, waktu pembayaran, dan hak serta kewajiban kedua belah
pihak menjadi bagian penting dalam mekanisme pengupahan.

Mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe telah memiliki dasar dan prosedur tertentu.
Penetapan upah bagi karyawan dilakukan berdasarkan ketentuan
yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe,
sedangkan untuk tenaga profesional terdapat mekanisme internal
berupa pengusulan oleh Badan Komisioner, penetapan oleh Badan

Pengawas, dan pelaksanaan pembayaran oleh Sekretariat Baitul
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Mal. Adanya tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses
pengupahan memiliki struktur kewenangan yang jelas.

Apabila dikaitkan dengan prinsip Ekonomi Islam, kejelasan
dalam proses penetapan tersebut merupakan aspek yang penting.
Dalam hubungan kerja, pihak pekerja perlu mengetahui pekerjaan
dan tanggung jawab yang harus dilakukan serta imbalan yang
menjadi haknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran
upah pada Baitul Mal Lhokseumawe disesuaikan dengan jabatan
dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Informan juga
menjelaskan bahwa pemberian tersebut bukan berupa bonus
berdasarkan hasil kinerja, tetapi merupakan imbalan atas pekerjaan
yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan
antara pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan yang diterima.

Dalam konsep akad ijarah, kejelasan manfaat atau pekerjaan
yang diberikan dan imbalan (ujrah) merupakan unsur penting
dalam hubungan kerja. Pekerja memberikan tenaga, waktu,
kemampuan, dan keahliannya untuk melaksanakan pekerjaan,
sedangkan pemberi kerja berkewajiban memberikan imbalan sesuai
dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil
penelitian, Baitul Mal telah memiliki ketentuan mengenai
pekerjaan melalui aturan kepegawaian dan SOP yang berlaku.
Dengan adanya pedoman tersebut, tugas dan tanggung jawab
karyawan menjadi lebih jelas sehingga hubungan kerja memiliki

dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Dari sisi waktu pembayaran, hasil penelitian menunjukkan
bahwa upah karyawan dibayarkan pada awal bulan, sedangkan
proses pembayaran telah dipersiapkan pada akhir bulan.
Pembayaran diupayakan dilakukan tepat waktu selama anggaran
tersedia di kas daerah. Dalam perspektif Ekonomi Islam, ketepatan
waktu pembayaran merupakan bagian penting dalam pemenuhan
hak pekerja. Pekerja telah memberikan tenaga dan waktunya untuk
menyelesaikan pekerjaan, sehingga imbalan atas pekerjaan tersebut
harus diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Dengan demikian, mekanisme pembayaran yang memiliki waktu
yang jelas merupakan salah satu unsur yang mendukung
pemenuhan hak pekerja.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa
ketepatan waktu pembayaran masih dipengaruhi oleh ketersediaan
anggaran. Informan menjelaskan  bahwa apabila terjadi
keterlambatan, kondisi  tersebut dapat disebabkan oleh
keterlambatan pembahasan anggaran di DPRA. Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran upah tidak
sepenuhnya berada dalam kewenangan internal Baitul Mal, tetapi
juga dipengaruhi oleh mekanisme penganggaran pemerintah
daerah. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kondisi tersebut menjadi
perhatian karena hak pekerja tetap perlu dipenuhi sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, dari aspek keadilan, hasil penelitian

menunjukkan bahwa penetapan upah mempertimbangkan jabatan
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dan pekerjaan serta kemampuan keuangan daerah dan Baitul Mal.
Prinsip keadilan dalam Islam tidak selalu berarti memberikan upah
yang sama kepada seluruh pekerja, tetapi memberikan imbalan
secara proporsional berdasarkan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Dengan demikian, adanya penyesuaian upah berdasarkan jabatan
dan pekerjaan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya
penerapan prinsip keadilan dalam pengupahan.

Akan tetapi, penelitian juga menemukan adanya persoalan
dari sisi kelayakan upah. Berdasarkan keterangan informan,
terdapat kondisi ketika upah yang diberikan belum sepenuhnya
sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal tersebut dipengaruhi
olen kemampuan anggaran yang tersedia. Meskipun demikian,
karyawan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena
pekerjaan yang dilakukan di Baitul Mal memiliki karakteristik
sosial. Dalam perspektif Ekonomi Islam, aspek ini perlu mendapat
perhatian karena nilai sosial dan amanah dalam pekerjaan tidak
menghilangkan hak pekerja untuk memperoleh imbalan yang layak.

Dari sisi sumber dana, hasil penelitian menunjukkan bahwa
pembayaran upah berasal dari APBN, dan apabila dana yang
tersedia belum mencukupi sesuai dengan standar, terdapat
kemungkinan pengusulan dari Hak Amil sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dalam perspektif Ekonomi Islam, sumber dana untuk
pembayaran upah harus memiliki dasar yang jelas dan
penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur dana

tersebut. Hal ini penting karena Baitul Mal merupakan lembaga
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yang mengelola dana yang berkaitan dengan kepentingan umat,
sehingga penggunaan dana harus dilakukan secara amanah,
transparan, dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan akad atau perjanjian kerja, hasil penelitian
menunjukkan bahwa hubungan kerja didasarkan pada ketentuan
kepegawaian bagi PNS serta SOP pekerjaan yang berlaku di
lingkungan Baitul Mal. Apabila dikaitkan dengan konsep ijarah,
ketentuan tersebut memiliki fungsi dalam memberikan kejelasan
mengenai pekerjaan dan tanggung jawab karyawan. Namun,
berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, belum terdapat
penjelasan secara khusus mengenai penggunaan akad ijarah secara
formal sebagai akad syariah dalam hubungan kerja. Oleh karena
itu, aspek ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam
melihat penerapan prinsip Ekonomi Islam secara lebih menyeluruh.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini
tidak terdapat keluhan yang berarti dari karyawan mengenai
pengupahan. Karyawan tetap menjalankan pekerjaan meskipun
terdapat keterbatasan tertentu dalam besaran upah. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dan sikap menerima
terhadap kondisi lembaga. Namun, dari perspektif Ekonomi Islam,
tidak adanya keluhan tidak serta-merta berarti bahwa seluruh aspek
pengupahan telah memenuhi prinsip kelayakan. Pemenuhan hak
pekerja tetap perlu menjadi perhatian lembaga karena keadilan
dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kerelaan pekerja, tetapi

juga oleh terpenuhinya hak secara wajar.
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe
pada dasarnya telah memiliki beberapa unsur yang sejalan dengan
prinsip Ekonomi Islam, yaitu adanya kejelasan pekerjaan dan
tanggung jawab, adanya imbalan atas pekerjaan, penetapan
berdasarkan jabatan dan pekerjaan, adanya waktu pembayaran yang
ditentukan, serta adanya pembagian kewenangan dalam proses
pengupahan. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu
diperhatikan, terutama mengenai kelayakan besaran upah,
ketepatan pembayaran yang bergantung pada ketersediaan
anggaran, serta kejelasan akad kerja dalam perspektif ijarah.

Dengan demikian, penerapan mekanisme pengupahan di
Baitul Mal Lhokseumawe dapat dikatakan telah mengarah pada
prinsip Ekonomi Islam, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam
aspek kelayakan dan pemenuhan hak pekerja. Prinsip keadilan
perlu diwujudkan tidak hanya melalui penetapan upah berdasarkan
jabatan dan pekerjaan, tetapi juga melalui upaya memastikan
bahwa imbalan yang diterima pekerja layak dan diberikan tepat
waktu. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial dan
mengelola dana umat, Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk
menjaga amanah sekaligus memperhatikan kesejahteraan para
pekerjanya. Dengan demikian, peningkatan kemampuan
pengelolaan dana dan evaluasi terhadap sistem pengupahan dapat
menjadi bagian dari upaya mewujudkan hubungan kerja yang lebih

adil dan sesuai dengan nilai-nilai Ekonomi Islam
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BAB V
PENUTUP
51  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Mekanisme
Pengupahan Karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe dalam
Perspektif Ekonomi Islam”; berdasarkan prinsip Ekonomi Islam,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe dilakukan berdasarkan ketentuan yang
berlaku dan struktur kewenangan lembaga. Bagi pegawai
yang mengikuti ketentuan pemerintah, besaran gaji
mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Kota Lhokseumawe. Sementara itu, bagi tenaga
profesional, penetapan upah dilakukan melalui mekanisme
pengusulan oleh Badan Komisioner, kemudian ditetapkan
olen Badan Pengawas dan dilaksanakan pembayarannya
olen Sekretariat Baitul Mal. Besaran upah disesuaikan
dengan jabatan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab
karyawan, bukan berdasarkan pemberian bonus atas hasil
kinerja. Pembayaran upah dilakukan pada awal bulan
dengan proses administrasi pada akhir bulan, sedangkan
ketepatan waktu pembayaran sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan anggaran.

2. Penerapan prinsip keadilan dan kelayakan dalam
pengupahan telah diupayakan, tetapi masih terdapat

keterbatasan dari sisi kelayakan upah. Prinsip keadilan
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diterapkan dengan mempertimbangkan jabatan, pekerjaan,
tanggung jawab, serta kemampuan keuangan daerah dan
Baitul Mal dalam menentukan besaran upah. Namun,
berdasarkan hasil penelitian, terdapat kondisi ketika besaran
upah belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang
diharapkan karena dipengaruhi-oleh kemampuan anggaran
yang tersedia. Meskipun demikian, karyawan tetap
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena
memahami karakteristik pekerjaan Baitul Mal sebagai
lembaga yang memiliki fungsi sosial. Selama ini juga tidak
ditemukan keluhan yang berarti dari karyawan terkait
pengupahan berdasarkan keterangan informan.

. Mekanisme pengupahan karyawan pada Baitul Mal
Lhokseumawe pada dasarnya telah memiliki beberapa unsur
yang sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam, tetapi belum
sepenuhnya optimal. Kesesuaian tersebut terlihat dari
adanya kejelasan pekerjaan dan tanggung jawab, pemberian
imbalan atas pekerjaan, penetapan upah berdasarkan jabatan
dan pekerjaan, serta adanya waktu pembayaran yang telah
ditentukan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep
ujrah dan ijarah dalam Ekonomi Islam. Namun, aspek
kelayakan upah, ketepatan pembayaran yang masih
bergantung pada ketersediaan anggaran, serta kejelasan
akad kerja dalam perspektif ijarah masih perlu diperhatikan.

Dengan demikian, mekanisme pengupahan yang diterapkan

118



5.2

dapat dikatakan telah mengarah pada prinsip keadilan dan
Ekonomi Islam, tetapi masih memerlukan peningkatan
terutama dalam menjamin kelayakan dan pemenuhan hak

karyawan secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme

Pengupahan Karyawan pada Baitul Mal Lhokseumawe dalam

Perspektif Ekonomi Islam, maka penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Lhokseumawe, diharapkan dapat terus

meningkatkan sistem pengupahan dengan memperhatikan
kesesuaian antara besaran upah, beban kerja, jabatan,
tanggung jawab, dan kebutuhan kelayakan hidup karyawan.
Evaluasi terhadap besaran upah juga perlu dilakukan secara
berkala dengan tetap mempertimbangkan kemampuan
anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pembayaran dan akad kerja, Baitul Mal
Lhokseumawe diharapkan dapat mempertahankan ketepatan
waktu pembayaran upah serta memperjelas ketentuan
mengenai hak dan kewajiban antara lembaga dan karyawan.
Kejelasan tersebut penting untuk mendukung penerapan
prinsip ijarah, keadilan, amanah, dan transparansi dalam

hubungan kerja sesuai dengan Ekonomi Islam.
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3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat

mengembangkan penelitian mengenai pengupahan pada
lembaga Baitul Mal dengan menggunakan cakupan
informan dan lokasi yang lebih luas. Penelitian selanjutnya
juga dapat membandingkan mekanisme pengupahan
beberapa Baitul Mal sehingga diperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip Ekonomi

Islam dalam sistem pengupahan karyawan.
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LAMPIRAN
JAWABAN WAWANCARA
Hasil Wawancara dengan Kepala Komisioner Baitul Mal Kota
Lhokseumawe
Informan: Dr. Damanhur Abbas, Lc., MA.
Jabatan: Kepala Komisioner Baitul Mal Kota Lhokseumawe
1. Bagaimana mekanisme penetapan upah atau gaji karyawan
di Baitul Mal Lhokseumawe?
Jawaban:
Mekanisme penetapan gaji atau upah karyawan di Baitul Mal
Lhokseumawe pada dasarnya mengikuti peraturan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, terutama yang
berkaitan dengan aturan negara. Jadi, untuk pegawai yang
mengikuti ketentuan pemerintah, besaran gajinya mengikuti aturan
yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk tenaga profesional,
penetapan upahnya dilakukan melalui mekanisme internal Baitul
Mal. Usulan tersebut diajukan oleh Badan Komisioner dan
kemudian ditetapkan oleh Badan Pengawas Baitul Mal
Lhokseumawe, sedangkan pembayaran atau pelaksanaannya
dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Lhokseumawe.
2. Siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan
besaran upah karyawan, dan apa saja pertimbangan yang
digunakan?
Jawaban:
Kewenangan dalam menentukan besaran upah dilakukan melalui
beberapa tahapan. Pertama, ada ketentuan dari kantor pusat atau
pemerintah yang menjadi dasar. Kemudian untuk tenaga
profesional, usulan besaran upah disampaikan oleh Badan
Komisioner. Setelah itu, usulan tersebut ditetapkan oleh Badan
Pengawas, sedangkan pelaksanaan atau eksekusinya dilakukan oleh
Badan Sekretariat. Jadi, penentuan upah tidak dilakukan oleh satu
pihak saja, tetapi melalui kewenangan masing-masing sesuai
dengan struktur kelembagaan Baitul Mal.
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3. Apakah besaran upah karyawan dibedakan berdasarkan
jabatan, beban kerja, tanggung jawab, masa kerja, atau faktor
lainnya?

Jawaban:

Besaran upah pada dasarnya disesuaikan dengan jabatan dan
pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Jadi, ada
pertimbangan terhadap posisi dan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya. Namun, pemberian upah tersebut bukan dalam
bentuk bonus berdasarkan hasil kinerja. Artinya, upah diberikan
berdasarkan jabatan dan pekerjaan yang telah ditetapkan, bukan
berdasarkan pencapaian bonus atau target kinerja tertentu.

4. Bagaimana mekanisme dan waktu pembayaran upah kepada
karyawan?

Jawaban:

Pembayaran upah atau gaji kepada karyawan dilakukan pada awal
bulan. Namun, proses administrasi dan penganggarannya biasanya
telah diproses pada akhir bulan sebelumnya. Jadi, prosesnya
dilakukan terlebih dahulu pada akhir bulan, kemudian pembayaran
kepada karyawan dilakukan pada awal bulan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

5. Apakah selama ini pembayaran dilakukan tepat waktu?
Jawaban:

Selama ini pembayaran gaji diupayakan dilakukan tepat waktu
selama anggaran yang. tersedia di kas daerah mencukupi. Apabila
terjadi keterlambatan, hal tersebut bukan semata-mata karena
proses di Baitul Mal, tetapi dapat disebabkan oleh adanya
keterlambatan dalam proses pembahasan anggaran di DPRA. Jadi,
ketepatan waktu pembayaran juga sangat bergantung pada
ketersediaan dan proses anggaran pemerintah daerah.
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6. Dari sumber dana apa upah karyawan Baitul Mal
Lhokseumawe dibayarkan, dan bagaimana ketentuan
penggunaan dana tersebut?

Jawaban:

Sumber pembayaran upah berasal dari anggaran pemerintah, yaitu
APBN sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila anggaran
yang tersedia belum mencukupi atau belum sesuai dengan standar
kebutuhan yang ditetapkan, maka terdapat kemungkinan pegawai
mengusulkan tambahan dari Hak Amil. Penggunaan dana tersebut
tentunya harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang mengatur
mengenai penggunaan dana Baitul Mal.

7. Bagaimana Baitul Mal menerapkan prinsip keadilan dalam
menentukan besaran upah bagi setiap karyawan?

Jawaban:

Prinsip keadilan dalam penetapan upah disesuaikan dengan
kemampuan daerah dan dana yang tersedia atau yang dimiliki oleh
Baitul Mal. Jadi, dalam menentukan besaran upah juga harus
melihat kemampuan anggaran yang ada. Selain itu, penetapan upah
mempertimbangkan jabatan dan pekerjaan masing-masing sehingga
pemberian upah dapat disesuaikan dengan posisi dan tanggung
jawab yang diberikan kepada karyawan.

8. Bagaimana Baitul Mal memastikan bahwa upah yang
diberikan sudah layak dan sesuai dengan beban kerja serta
tanggung jawab karyawan?

Jawaban:

Karena pekerjaan di Baitul Mal merupakan pekerjaan sosial yang
memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, maka para pekerja
tetap menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaan yang telah
ditetapkan. Dalam kondisi tertentu, besaran upah yang diterima
mungkin  belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang
diharapkan. Namun, hal tersebut tidak menghilangkan tanggung
jawab para pekerja untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan
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pelayanan yang menjadi tugasnya. Jadi, kemampuan anggaran juga
menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran upah.
9. Bagaimana bentuk akad atau perjanjian kerja antara Baitul
Mal dengan karyawan, khususnya terkait hak dan kewajiban
serta besaran upah?

Jawaban:

Untuk bentuk perjanjian kerja, terdapat dua dasar yang digunakan.
Pertama, bagi pegawai yang berstatus sebagai PNS, hubungan
kerjanya mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi
PNS. Kedua, dalam pelaksanaan pekerjaan dilingkungan Baitul
Mal terdapat SOP atau standar operasional pekerjaan yang menjadi
pedoman bagi para karyawan. SOP tersebut menjadi salah satu
dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-
masing pekerja di lingkungan Baitul Mal.

10. Apakah pernah terjadi keluhan atau permasalahan dari
karyawan terkait besaran atau pembayaran upah? Jika
pernah, bagaimana Baitul Mal menyelesaikannya?

Jawaban:

Selama ini tidak ada keluhan yang berarti dari karyawan berkaitan
dengan kondisi atau kesulitan dalam menjalankan pekerjaan. Para
pekerja memahami bahwa pekerjaan di Baitul Mal merupakan
pekerjaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan merupakan
konsekuensi dari tugas yang harus dijalankan. Oleh karena itu,
meskipun terdapat kondisi di mana besaran upah belum sesuai
dengan standar yang diharapkan, para pekerja tetap menjalankan
pekerjaan sesual dengan tugas yang telah ditetapkan. Ke depan,
apabila dana infak yang dikelola oleh Baitul Mal semakin
meningkat, hal tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor yang
memungkinkan peningkatan kesejahteraan dan upah bagi para
pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Menurut Bapak, apakah mekanisme pengupahan

karyawan yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan

prinsip Ekonomi Islam? Apa alasannya?
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Jawaban:

Pada dasarnya, mekanisme pengupahan yang diterapkan di Baitul
Mal berusaha menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,
kemampuan anggaran, jabatan, dan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawab masing-masing karyawan. Baitul Mal juga
merupakan lembaga yang menjalankan fungsi sosial dan keumatan,
sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat nilai tanggung
jawab dan amanah yang harus dijaga. Namun, dari sisi besaran
upah, masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggaran dan
dana yang tersedia. Karena itu, semakin baik kemampuan keuangan
dan semakin besar dana yang dapat dikelola oleh Baitul Mal, maka
semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan
upah para pekerja dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
12. Apakah dalam setiap penyaluran bantuan atau program
yang dilakukan Baitul Mal Lhokseumawe terdapat biaya yang
dianggarkan untuk pelaksanaan program tersebut, termasuk
dalam kaitannya dengan pembayaran upah karyawan?
Jawaban :

Setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal
pada dasarnya memiliki. ketentuan dan penganggaran tersendiri.
Dana yang disalurkan kepada penerima bantuan harus digunakan
sesuai dengan peruntukannya, sedangkan kebutuhan operasional
dan pembiayaan tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
memiliki mekanisme anggaran yang berbeda. Untuk pengupahan
karyawan, sumber dan besarannya disesuaikan dengan status
kepegawaian dan ketentuan yang berlaku. Bagi pegawai yang
berasal dari sekretariat atau ASN, penghasilan mengikuti ketentuan
pemerintah daerah. Sementara bagi komisioner dan tenaga tertentu
yang bukan ASN, pembayaran dapat bersumber dari hak amil atau
sumber anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Jadi,
biaya untuk program penyaluran bantuan tidak secara otomatis
dibagi sebagai gaji karyawan, karena terdapat ketentuan mengenai
peruntukan masing-masing dana.
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